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ABSTRAK
IMPLEMENTAS] PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

Azelina
azclina.abbas84¢@gmail.com
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gainbaran pelaksanaan dan
mengetahur efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan
Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan tahapan Implementasi
Program Keluarga Harapan, menjelaskan faktor — faktor yang menentukan
keberhasilan tmplementasi program, serta mengetahw efektivitas Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Hasil
penelitian dari empat faktor menurut Edward 111 yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi dalam kattannya dengan tahapan kegtatan Program
Keluarga Harapan menunjukkan bahwa intensitas pertemuan kelompok peserta
masih kurang, aturan dan mekanisme yang belum konsisten, masih kosongnya
posisi operator program, anggaran penunjang masih minim serta belum adanya
pemberian insentif bagi koordinator dan pendamping program. Implementasi
Program Keluarga Harapan dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan untuk
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak peseria telah
tercapai. Namun, berdasarkan kondisi pencapaian Angka Partisipasi Mumi dan
Angka Partisipasi Kasar masih belum efektif. Tujuan Implementasi Program
Keluarga Harapan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
peseria telah tercapai, berdasarkan Angka Kematian Ibu pencapaian tujuan
Program Keluarga Harapan bidang kesehatan sudah efektif, namun berdasarkan
Angka Kematian Bayi/Balita masih kurang atau belum efektif. Implementasi
Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kondisi ekonomi Peserta melalm
peningkatan daya beli atau standar hidup layak sudah tercapai atau sudah efektif.
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat
beberapa kendala dalam beberapa tahapan kegiatan Program Keluarga Harapan,
sehingga dapat dikatakan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan di
Kecamatan Tanjung Palas masih belum optimal atau belum efektif.

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan
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ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF FAMILY HOPE PROGRAM
IN TANJUNG PALAS DISTRICT OF BULUNGAN REGENCY

Azelina
azelina.abbas84@gmail.com
Program PascaSarjana
Universitas Terbuka

The purpose of this study is to provide an overview of the implementation
and to know the effectiveness of the implementation of Family Hope Program in
Tanjung Palas, Bulungan. The method used in this research is descriptive
qualitative method that describes the stages of implementation of Family Hope
Program, explaining the factors that determine the success of the program
implementation, and also know the effectiveness of Family Hope Program in
Tanjung Palas, Bulungan. The result of research from four factors according to
Edward I1I is communication, resources, disposition and bureaucratic structure in
relation to the stages of Farnily Hope Program show that the intensity of group
meeting is still lacking. rules and mechanism inconsistent, empty position of
program operator, Is still mintmal and there is no incentive for coordinators and
program counterparts. Implementation of the Family Hope Program in
conjunction with the achievement of the goal of improving access to and quality
of education services for participating children has been achieved. However,
pursuant to the condition of achievement of Pure Participation Rate and Rough
Participation Rate stil! not effective. The purpose of Family Hope Program
Implementation Expectations to improve access and quality of participant health
services has been achieved, based on the Maternal Mortality Rate achievement of
the Family Hope Program goal of health sector has been effective, but based on
Infant Mortality / Underfive is still less or not yet eflective. Family Hope Program
Implementation to improve the economic condition Participants through increased
purchasing power or viable living standards have been achieved or are already
effective. Based on the results of the above research can be concluded that there
are still some obstacles in several stages of the Family Hope Program activities, so
it can be said that the Implementation of Family Hope Program in Tanjung Palas
is still not optimal or not yet effective.

Keywords: Implementation, Family Hope Program
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BAB IV

HASIL PENELITIAN PAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Pzlas

Kecamatan Tanjung Palas merupakan bagian dari Kabupaten
Bulungan yang bcrada tepat di seberang Kecamatan Tanjung Selor.
Kecamatan Tanjung Palas memiliki luas wilayah sebesar 1.755,74 km2.

Kecamatan Tanjung Palas memiliki 5 (lima) desa wilayah
administratif, yaitu Desa Gunung Putih sebagai pusat pemerintahan
kecamatan, Desa Antutan, Desa Pejalin, Desa Teras Nawang dan Desa
Teras Baru serta 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Karang Anyar,
Kclurahan Tanjung Palas Hilir, Kelurahan Tanjung Palas Tengah dan
Kelurahan Tanjung Palas Hulu.

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Palas mencapai 13.354
jiwa tahun 2016, dengan jumlah penduduk laki-_laki scbcs‘ar 6. 707 jiwa dan
penduduk perempuan sebesar 6-6;-1}' jiwa. Jumlah kepala keluarga 3.947

dengan rata-rata 3-4 jiwa/KK.
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Tabel 4. 1
Luas Wilayah, Jumlah Dan Kepadatan Penduduk
Menurut Desa di Kecamatan Tanjung Palas Tahun 2016

Luas Kepadatan =~ =20
Desa/Kelurahan  Wilayah. Penfiud_l_; k (Jiwa/ Km2) - ah_:_'i-.-
o (Kmy . Uiwa) o '. i gy
o .(2')".;: e | .(3)5--5-::.} ._ (4) s, ) (6)
Antutan 259,15 2018 7,79 506 3,99
Tg, Palas Hulu 323,93 930 2,87 320 2,91
Pejalin 226,26 1 086 4,80 268 4,05
GunungPutih 99,67 2 950 29,60 837 3,52
KarangAnyar 139,54 659 4,72 245 2,69
Tg. PalasTengah 348,86 1015 2,91 528 1,92
Tg. Palas Hilir 358,33 3238 9,04 715 4,53
Teras Nawang *) 640 *) 214 2,99
Teras Baru *) g18 *) 214 3,82
Jumlah20l6 175574 13354 3 947 3,38

SumberData:KecamatanTanjung Palas Dalam Angha 2016

Pada tahun 2016 Kelurahan Tanjung Palas Hilir memiliki
penduduk paling besar yaitu sebesar 24,25 persen atau sebanyak 3.238
jiwa.Desa Gunung Putih memiliki «epadatan penduduk terbesar yaitu
29,60 jiwa’km2. Untuk Desa Teras Nawang dan Desa Teras Baru,
dikarenakan masih terdapat permasalahan batas desa, hingga saat im
tuasan wilayah masing — masing desa tersebut belum diketahui secara pasti

sehingga kepadatan penduduk belum dapat dihitung. Sedangkan desa
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yang memiliki penduduk vyang terkecil adalah Desa Teras Nawang

dengan jumlah penduduk 640 jiwa atau sekitar 4,79 persen.

2. Gambaran Umum PKH di Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan yang berada di wilayah provinsi barn yaitu
Kalimantan Utara merupakan salah satu kabupaten penerima
pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2013.
Dimana PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan
bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan persyaratan
yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk memutus mata rantai
kemiskinan antar generasi, meningkatkan sumber daya manusia scrta
merubah perilaku KSM yang relatif kurang mendukung peningkatan
kesejahteraan.

Tujuan PKH tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat
pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) dimana lima
komponen tujuan MDG’s akan terbantu dengan adanya PKH yaitu :

1. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan
2. Pendidikan dasar

3. Kesetaraan gender

4. Pengurangan angka kematian bayi dan balita
5. Pengurangan kematian ibu melahirkan

Pemerintah Kabupaten Bulungan sangat mendukung Program
Keluarga Harapan. Sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Bulungan
yaitu : Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan Berbasis

Industri dengan Misi Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2021
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antara lain :

I, Mewujudkan kabupaten sebagai salah satu pusat pangan nasional

2. Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi

3. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong
percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah
pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan natar wilayah.

4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui
pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan perluasan
Lapangan Pekerjaan scrta penerapan teknologi maju berbasis agribisnis

5. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera

6. Reformast birokrasi dan revitatisasi lembaga — lembaga pemerintahan
menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta
berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan uraian Misi Pembangunan Kabupéten Bulungan diatas
maka Program Keluarga Harapan selaras dengan misi pada point
Pemantapan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalut pembangunan di
bidang Pendidikan, Keschatan serta Mewujudkan kuatitas hidup masyarakat
yang tinggi, maju dan sejahtera.

Adapun jumlah peserta PKH di Kabupaten Bulungan dapat dilihat

pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.2 Data Peserta PKH di Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2017

Jumlah Jumlah
No Kecamatan Tahun awal Pz;::a :,‘;:1;;2 Keseluruhan
Pelaksanaan | (1gap | Saturasi ?zegcl‘;*)’
1V 2016)
I | Tanjung Selor 2013 9% 139 235
2 ! Tanjung Palas 2013 136 65 201
3| Sekatak 2013 138 %) 228
4 | Tanjung Palas Tengah 2014 94 138 232
5 | Tanjung Palas Barat 2014 100 121 221
6 | Tanjung Palas Timur 2014 47 253 300
7 | Peso Hilir 2014 3 159 192
8 | Peso 2015 96 114 210
¢ | Tanjung Pafas Utara 2015 103 145 248
Total Kabupaten 843 1.224 2.067

Sumber : Laporan PKH Kab. Bulungan tahun 2017
Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Tanjung Palas termasuk
kecamatan Pelaksana PKH periama di Kabupaten Bulungan selain
Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Sekatak yaitu dimulai pada tahun
2013. Hingga saat ini, jumlah peserta PKH di Kecamatan Tanjung Palas
telah mencapai 201 KSM.
Dukungan pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan PKH

- *terlihat dari alokasi dana APBD sepenti terlihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.3 Alokasi Anggaran Pendukung PKH
di Kabupaten Bulungan Tahun 2013-2016

No. Tahun Alokasi Anggaran
i 2013 137.507.000,00
2 2014 1.022.849.500,00
3 2015 864.570.000.00
4 2016 462.450.000,00

Sumber : Laporan PKH Kab. Bulungan tahun 2016
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Berdasarkan tabel di atas, besar anggaran pendukung PKH pada tahun

2013 cukup kecil. Terjadi kenaikan yang cukup besar mencapai 88% pada

tahun kcdua dikarenakan jumlah peserta dan lokasi pelaksanaan PKH juga

bertambah.  Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan

besaran dana penunjang. Tahun ini besaran dana penunjang PKH hanya

sebesar Rp. 150.000.000,00. Terjadinya penurunan besaran dana penunjang

PKH di Kabupaten Bulungan bukan hanya pada anggaran penunjang PKH

namun juga pada anggaran bidang lainnya dikarcnakan berkurangnya

anggaran APBD Kabupaten Bulungan secara keselurahan.
Adapun alokasi dana pendukung kegiatan PKH digunakan untuk :

1. Belanja honor Tim Koordinasi Kabupaten dan UPPKH

2. - Belaja ATK UPPKH Kabupaten dan Kecamatan

3. Biaya operastonal Operator dan Pendamping

4. Pembuatan papan nama UPPKH Keeamatan

5. Studi Banding
6. Validasi data saturasi calon KSM

7. Biaya Penggandaan UPPKH Kabupaten dan Kecamatan

8. Pembuatan pakaian dinas dan atributnya.
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B. Hasil Penelitian
1. Implementasi PKH di Kec. Tanjung Palas Kab. Bujungan
Menurut Patton dan Sawicki (1993) implementasi berkaitan dengan
berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program.Untuk
mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kabupaten Bulungan Khususnya Kecamatan Tanjung
Palas sesuai tahapan program serta kaitannya dengan 4 (empat) faktor
menurut Edward [l yang menentukan keberhasilan implementasi dapat
diuraikan sebagai berikut :
a, Penetapan Sasaran
Penetapan sasaran (largeting) dilakukan dalam rangka
perluasan jangkauan penerima manfaat PKH. Untuk mengetahui
mekanisme penelapan sasaran PKI1 di Kabupaten Bulungan peneliti
melakukan wawancara dengan Kepala seksi Perlindungan Jaminan
Sosial yang juga merupakan sekrelaris Pelaksana PKH Kabupaten
Bulungan yang menyatakan bahwa :
“Penetapan sasaran PKH didasarkan atas data calon peserta
PKH pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan
Sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan
Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh BPS dan diserah
terimakan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) selunjutnya dilakukan validasi oleh
pendamping di masing — masing Kecamatan.” (Wawancara,
Selasa tanggal 14 Maret 2017)
Hal scrupa juga disampaikan oleh Koordinator PKH
Kabupaten Bulungan sebagai berikut :
“Calon peserta PKH sudah ditetapkan dari Kementerian

Sousial berdasarkan data PP LS berupa dafiar nama dan alamat
(hy name by address). Tugas pendamping melakukan validasi
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koordinasi Pelaksana PKH Kabupaien Bulungan digunakan ruang
rapat dinas di lantai 2.
Adapun susunan pelaksana PKH dapat diuraikan sebagai
berikut :
1} Pengarah : Drs. Agus Nurdiansyah (Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bulungan)
2) Ketua : N. Haen Hasan, A.KS, SE (Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial)
3) Sckretaris : Rita Fahriah, S.Psi, M.Si (Kepala  Seksi
Perlindungan Jaminan Sosial
4) Bidang Data/SDM : Yoanne Ferlinda Simarmata, S.Sos
5) Bidang Pemberdayaan : Hendryk L. Sigara 5.50s
6) Bidang Verilikasi/Monev : Martini Djumianti, S.Sos
Pelaksana PKH dari unsur Kementerian Sosial untuk
mendukung implementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas adalah
sebagai berikut ;
1) Koordinator PKH : Arwin Gutawa, S. Kom
2}  Operator PKH : -
3) Pendamping PKH : Rudiansyah, A.Md.Farm
Dukungan  pemerintah  Kabupaten Bulungan  dalam
pelaksanaan PKH terlihat dari alokasi dana APBD seperti terlihat pada

tabel berikut :
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Tabel 4.3 Alokasi Anggaran Pendukung PKH
di Kabupaten Bulungan Tahun 2013-2016

No. Tahun Alokasi Anggaran

1 2013 137.507.000,00
2 2014 1.022,849.500,00
3 2015 864,570.000,00
4 2016 462.450.000,00

Sumber : Laporan PKH Kab. Bulungan tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas, besar anggaran pendukung PKH
pada tahun 2013 cukup kecil. Terjadi kenaikan yang cukup besar
mencapai 88% pada tahun kedua dikarenakan jumlah peserta dan
lokasi pelaksanaan PKH juga bertambah. Selanjutnya pada tahun 2015
dan 2016 terjadi penurunan besaran dana penunjang. Tahun ini
besaran dana penunjang PKH hanya sebesar Rp. 150.000.000,00.
¢. Pertemuan Awal dan Validasi
Setelah proses penetapan sasaran (targeting), dilakukan
validasi calon peserta PKH oleh Pendamping PKH. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Koordinator PKH Kabupaten Bulungan diperoleh
hasil sebagai berikut ;
“Validasi pada dasarnya untuk memastikan kesesuaian data
apakah data yang dikeluarkan oleh Basis Data Terpadu sudah
sesuai  kriteria, kemudian pendamping melaksanakan
pertemuan awal dan pencocokan data serta kunjungan ke
rumah calon peserta.” (Wawancara, Selasa tanggal 14 Maret
2017)
Selanjutnya  peneliti melakukan wawancara  dengan
Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palasmengenai proses validasi

sebagai berikut :

“Setelah menerima data calon peserta dan formulir validasi
saya berkoordinasi hoordinator Kabupaten untuk mengatur
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jadwal pertemuan awal. Selanjutnya saya mengirimkan
undangan kepada calon peserta sesuai waktu dan tempat yang
sudah ditentukan. Pada saat pelaksanaan validasi tidak saja
dilakukan pengisian formulir dan pencocokan data tapi juga
kunjungan ke rumah calon peserta.” (Wawancara, Kamis
tanggal 20 April 2017)

Peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas juga memberikan
pemyataan yang intinya senada dengan dua pernyataan di atas, yaitu :

“Sebelum menjadi peserta PKH kami diundang menghadiri
pertemuan di kantor kelurahan dengan membawa KTP serta
kartu keluarga, setelah mengisi formulir yang dibantu oleh
pendamping  juga dilakukan  kunjungan ke rumah.”
(Wawancara, Kamis tanggal 20 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH dilaksanakan oleh
pendamping setelah menerima data calon peserta PKH dan formulir
validasi. Pada pertemuan awal tidak hanya dilakukan pencocokan data
tapi juga kunjungan ke rumah calon peserta untuk memastikan apakah
calon peserta benar — benar sesuai dengan knteria kepesertaan PKH.
Setelah calon peserta menyetujui dan menandatangani formulir
validasi, maka calon peserta tersebut baru dinyatakan sebagai peserta
PKH.

Adapun data peserta PKH tahun 2016 dan data peserta PKH

tahun 2017 untuk Kecamatan Tanjung Palas dapat dilihat pada tabel

berikut :
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Tabel 4.4Jumlah Peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas
Tahun 2016-2017

Jumlah Peserta PKII (KSM/KPM)
No. Desa/Kelurahan 2016 2016 2017
{Tahap IV) | (Saturasi} | (TahapI)

1 Antutan 30 20 50
7 | Gunung PutilvKr. 5 4 9
Jenawi
3 | Karang Anyar 2 p) 4
4 | Pejalin 20 11 31
5 | Tanjung Palas Hilir 36 20 54
6 | Tanjung Palas Hulu 23 0 26
7 | Tanjung Palas
Tengah ? 0 ’
Teras Baru 10 3 15
9 | Teras Nawang 3 3
Total 136 65 201

Sumber : Laporan Pelaksana PKH tahun 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator PKH
Kabupaten Bulungan disampaikan sebagai berikut :

“Jumlah peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas pada tahap
IV tahun 2016 adalah sejumlah 136 KSM, dikarenakan adanya
penambahan komponen disabilitas dan lanjut usia dilakukan
validasi ulang schingga diperoleh tambahan peserta (saturasi)
sebanyak 65 KSM.” (Wawancara Selasa, Tanggal 2 Mei
2017)

Selanjutnyadilakukan wawancara dengan Pendamping PKH
Kecamatan Tanjung Palas yang menyatakan sebagai berikut :

“Tambahan komponen disabilitas dan lansia sudah terdapat
dalam Buku Pedoman Umum PKH yang diterbitkan bulan
Maret 2016, di Kabupaten Bulungan khususnya Tanjung Palas
baru bisa divalidasi pada Desember 2016 yang dikenal dengan
Peserta PKH saturasi.” (Wawancara Kamis, tanggal 20 April
2017)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa
adanya tambahan komponen bantuan yang divalidasi sebagai peserta
PKH tahap iV tahun 2016 saturasi menambah jumlah KSM di
Kecamatan Tanjung Palas dari berjumlah 136 menjadi 201 KSM.

d. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH
berdasarkan komponen kepesertaan PKH.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang staf Seksi
Perlindungan Jaminan Sosial yang merupakan Pelaksana PKH tahun
2016 bagian penyaluran disampaikan sebagai berikut :

“Pelaksanaan Penyaluran bamtuan dilakukan oleh PT POS

setiap tiga bulan (triwulan) pada tanggal yang ditemtukan oleh

masing-masing kantor. Peserta PKH tahap IV tahun 2016

telah menerima penyaluran bantuan pada bulan Desember

20186, sedangkan peserta PKH tahap IV tahun 2016 saturasi

dan peserta tahun 1 2017, hingga saat ini belum dilaksanakan

penvaluran bantuan.” (Wawancara Rabu, Tanggal 3 Mei
2017y

Hal senada juga disampaikan olch Kepala Seksi Perlindungan
Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa :

“Penyaluran bantuan bagi peserta tahap IV Tahun 2016

saturasi dilaksanakan maksimal akhir bulan Mei 2016 dengan

Jjumiah KSM sebanyak 65 dengan total bantuan sebesar

Rp. 21.095.817,-, sedangkan penyaluran bantuan bagi peserta

PKH tahap | tahun 2017, masih menunggu jadwal dari

pelaksana PKH pusat.” (Wawancara Rabu, Tanggal 3 Mei

2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Peserta
PKH juga disampaikan sebagai berikut :

“Penyaluran bamtuan dilaksanakan di kantor desa atau

kefurahan. Dilakukan oleh PT POS dibantu pendamping dan
petugas Dinas Sostal. Dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun,
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tetapi waktunya tidak menentu terkadang tepat waktu kadang
Jjuga terlambat. " (Wawancara Kamis, Tanggal 20 April 2017)

Sejak PKH dilaksanakan di Kabupaten Bulungan pada tahun
2013, banyak perubahan yang terjadi di setiap tahun. Mekanisme
penyaluran bantuan merupakan salah satu tahapan PKH yang dinilai
belum konsisten yang artinya masih sering terjadi perubahan. Sesuati
hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan
Jaminan Sosial sebagai berikut :

“Informasi terbaru dari Pelaksana PKII Pusal, dua kecamatan
di Kabupaten Bulungan yaitu Kecamatan Tanjung Palas dan
Kecamatan Tanjung Palas Tengah yang sebelumnya pencairan
dilakukan meclalui kantor pos terdekat untuk tahun ini akan
dilakukan penyaluran bantuan dengan sistem non tunai yaitu
melalui bank yang ditunjuk sebagai mitra oleh Kementerian
Sosial. " (Wewancara Rabu, Tanggal 3 Mei 2017)

Selain itu, Pedamping PKH Kecamatan Tanjung Palas juga
menyatakan sebagai berikut :

“Aturan atau mekanisme dalam pelaksanaan PKH masih
sering berubah contohnya Komponen bantuan untuk
tingkar SMA yang baru masuk sejak tahun 2015, serta
kompaonen disabilitas dan lansia pada tahun 2016, Untuk
komponen  lansia  dan  disabilitas,  dikarenakon
memeriukan proses pendataan dan validasi ulang maka
bant akan menerima bantuan pada tahun 2017.
(Wawancara, Kamis tanggal 20 April 2017)

Masih dalam kesempatan yang sama Pedamping PKH
Kecamatan Tanjung Palas juga menyatakan bahwa:

“Terjadi perubahan mekanisme penyaluran bantuan, jika

pada tahun 2016 diberikan secara tunai melalui kantor

pos, pada tahun 2017 akan diberikan secara non tunai

melalui rekening bank” (Wawancara, Kamis tanggal 20
April 2017)
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Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa
penyaluran bantuan PKH terbagi atas 4 tahapan dan dilaksanakan
melalui PT. Pos terdekat. Penyaluran Bantuan Tahap 1V tahun 2016
telah dilaksanakan, namun penyaluran bantuan untuk tahapan saturasi
dan tahap I tahun 2017 belum dilaksanakan.

e. Pembentukan Kelompok Peserta PKH

Setelah penyaluran bantuan pertama dilakukan, setiap
pendamping menetapkan dan melakukan pertemuan kelompok peserta
PKH. Pada setiap kelompok dipilih  secara  terbuka seorang
ketuayang memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk
mensukseskan pelaksanaan PKH.

Pada saat peneiiti melakukan observasi di Kecamatan Tanjung
Palas tepatnya di Kelurahan Tanjung Palas Hilir, sedang dilaksanakan
pertemuan kelompok peserta PKH vang didampingi oleh Pendamping
PKH Kecamatan Tanjung Palas yang berlokasi di salah satu bangunan
PAUD.

- Berdasarkan hasil ~ wawancara dengan Pendamping PKH
Kecamatan Tanjung Palas :

“Di Kecamatan Tanjung Palas, Kelompok Peserta PKH

ditetapkan berdasarkan lokasi desakelurahan. sehingga lebih

mudah mengumputkan peserta  apabilu  ada  pertemuan

kelompok. " (Wawancara Kamis, tanggal 20 April 2017}

Ifal serupa juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Peserta
PKH Kelurahan Tanjung Palas Hilir yang menyatakan bahwa :

“Seluruh anggota kelompok ini werupakan peserta PKH

Kelurahan Tanjung Palas Hilir, jika ada pertemuan kelompok
pengaturan lokasi dan waktu pelaksanaan pertemuan lebih
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mudah.” (Wawancara Kamis, tanggal 20 April 2017)

Setelah dibentuk kelompok peserta PKH, pelaksanaan
pertemuan Rutin merupakan media penyampaian informasi tentang
PKH sesuai wawancara dengan salah seorang Peserta PKH Kelurahan
Tanjung Palas Hilir yang menyatakan bahwa :

“Saya selalu mengikuti pertemuan kelompok peserta, namun

ada juga beberapa peserta yang tidak bisa hadir dikarenakan

ada kesibukan lain sebagai ibu rumah tangga.” (Wawancara

Kamis, tanggal 20 April 2017)

Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan Koordinator
PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan bahwa :

“Dilakukan  pertemuan  rutin  unmtuk  memberikan

pengarahan serta review pelaksanaan PKH di masing —

masing  kecamatan  sehingga dapat  diidentiftkasi

permasalahan atau  kendala pelaksanaan PKH di

lapangan serta menemukan langkah — langkah untuk

mengatasi permasalahan tersebut. (Wawancara, Selasa

tanggal 4 April 2017)

Setelah dilaksanakan pertemuan UPPKH Kabupaten
bersama Koordinator PKH Kabupaten dan masing — masing
Pendamping Kecamatan hasil pertemuan akan disampdikan oleh
Pendamping kepada KSM melalui pertemuan kelompok Peserta
PKH sesuai hasil wawancara dengan Peridamping PKH
Kecamalan Tanjung Palas yang menyatakan bahwa :

“Semua informasi mengenai PKH yang kami peroleh dari

hasil pertemuan dengan Pelaksana PKH Kabupaten, kami

sampaikan pada saat pertemuan dengan kelompok peserta

PKH yang dilaksanakan 2 bulan sckali. Namun jika ada

hal yang bersifat urgen atau penting biasanya

pendamping langsung ke rumah peseria (Home Visit)
(Wenwancara, Selasa tangsral 20 April 2017)
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Sesuai hasil wawancara dengan salah satu Ketua
Kelompok Peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas yang
menyatakan bahwa :

“Untuk  menguatkan  komitmen  dan  mendapatkan

informasi terbaru mengenai PKH Pertemuan kelompok

peserta PKH sangat penting dilakukan, di sini kami bisa
saling mendengarkan keluhan dari masing — masing
anggota kelompok, walaupun disetiap pertemuan tidak
semua peserta bisa hadir.” (Wawancara, Kamis tanggal

20 April 2017}

Pemmyataan diatas juga didukung oleh pernyataan dari
peserta PKH sebagai berikut :

“Pertemuan rutin biasanya dilaksanakan setiap satu

bulan umuk peniyampaian informasi PKH namun saat ini

dilaksanakan sekitar 2 bulan sekali.” (Wawancara, Kamis

tanggal 20 April 2017)

Tidak semua peserta PKH bisa hadir pada setiap
pertemuan rutin yang dilaksanakan dikarenakan kondisi geografis
wilayah vang berjauhan sera kesibukan lain sebagai ibu rumah
tangga. Namun schisa mungkin informasi yang diperoleh pada
saat pertemuan akan disampaikan oleh ketua kelompok peserta
PKH secara personal.

f.  Verifikasi Komitmen
Peserta PKIH akan diverifikasi terkait dengan kewajiban yang
dilakukan sesuai komponennya.Hasil verifikasi komitmen menjadi
dasar penyaluran bantuan yang diterima peserta PKH. Verifikasi
komitmen peserta PKH dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran

anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun Puskesmas

dan jaringannya untuk komponen keschatan.
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Mengenai tahapan verifikasi komitmen peserta PKH, peneliti
melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Jaminan
Sosial yang menyatakan :

“Verifikasi  komitmen baik  bidang pendidikan maupun
kesehatan bagi peserta PKH tidak semata sebagai rujukan
untuk menentukan jumlah bantuan yang akan diperoleh pada
tahap pernyaluran bantuan, akan tetapi menjadi suatu
rangkaian pembelajaran sikap disiplin terhadap persyaratan
sebagai peserta PKI."(Wawancara Rabu, Tanggal 3 Mei
2017)

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara denganstal
Seksi  Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Bulungan yang

menyatakan bahwa :

“Untuk verifikasi komitmen peserta, Pendamping Kecamatan
mengunjungi fasdik (fasilitas pendidikan) dan faskes (fasilitas
kesehatan). Hasil verifikasi akan menjadi dasar besaran
bantuan yang diperoleh peserta PKH dalam satu tahap
penyaluran bantuan.” (Wawancara Selasa, tanggal 14 Maret
2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh Pendamping PKH
Kecamatan Tanjung Palas sebagai berikut :

“Pendamping mengambil formulir verifikasi yang telah diisi
‘oleh petugas di sekolah maupun puskesmas untuk melakukan
pengecekan dan  pengisian formulir verifikasi kemudian
dikumpulkan ke operator kabupaten untuk di input ke sistem.
Namun karena posisi operator kosong, pengumpulan dan input
data  dilakukan oleh  Koordinator PKIl  Kabupaten.™
Wawancara Kamis, tanggal 20 Aprit 2017)

Pemyataan ini senada dengan hasil wawancara dengan
Koordinator PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan bahwa :
“Sava melaksanakan tugas operator sebagai pengumpul data
hasil verifikasi, memeriksa kesesuaian formulir verifikasi dan
melakukan entri data ke SIM PKH yang online ke pusat. Data

dari SIM PKH akan dikirimkan sebagai dasar pembayaran
bantuan.” (Wawancara Rabu, tanggal 3 Mei 2017}
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap 4 (empat) informan
diatas, dapat disimpulkan bahwa tahap verifikasi komitmen
dilaksanakan oleh pendamping PKH kecamatan Tanjung Palas dengan
mengunjungi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan yang ada di
Kecamatan Tanjung Palas.

g. Penangguhan dan Pembatalan

Terdapat 2 (dua) jenis penangguhan dan pembatalan dalam
implementasi PKH yait bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana
program serta bagi pescrta PKH. Penangguhan  program bagi
pemerintah daerah apabila pemerintah pemerintah daerah tidak
melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan
pelayanan keschatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan
pada saat awal pelaksanaan program. Sedangkan bagi peserta PKH
apabila tidak memenuhi komitmen kepeserntaan sesuai hasil verifikasi
yang dilakukan oleh petugas dan Pendamping PKH.

Berdasarkan  hasil ~wawancara dengan KepalaBidang
Rehabilita;i dan Perlindungan Jaminan Sosial yang menyatakan
bahwa :

“Sejak pelaksanaan tahun 2013 hingga sekarang PKH di

Kabupaten Bulungan berjalan lancar, belum pernah ada

penangguhan” (Wawancara Rabu, tanggal 3 Mei 2017)

Menguatkan pernyataan di atas Kepala Seksi Perlindungan Jaminan
Sosial juga menyatakan bahwa :

“Komitmen  pemerimtah  Kabupaten  Bulungan  terhadap

pelaksanaan  PKIT cukup  tinggi, bahkan pada tahun 2014

Kabupaten Bulungan mendapatkan penghargaan dari Menteri
Sosial sebagai salah saru Kabupaten terbaik untuk komitmen
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terhadap pelaksanaan PKH. 7 (Wawancara Rabu, tanggal 3 Mei
2017}

Untuk mengetahut komitmen peserta PKH di Kecamatan
Tanjung Palas peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping
PKH Kecamatan Tanjung Palas sebagai berikut :

“Sejak saya bertugas sebagai pendamping PKH Kecamatun
Tanjung Palas, belum ada peserta PKH yang bantuannya
ditangguhkan atau dibatalkan yang artinya hingga saat ini peserta
PKH masih memegang komitmen dengan memenuhi semua
persyaratan yang telah ditentukan.” (Wawancara Kamis, tanggal
20 April 2017)

Hasil wawancara terhadap informan di atas menunjukkan
bahwa baik pemerintah Kabupaten Bulungan Sebagai Pelaksana PKH
maupun peserta PK1I schagai penerima manfaat memiliki komitmen
yang tinggi dalam implementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas.

h. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah peruhahan sebagian atau seluruh
data awal yang tercatat pada Master Database yang bersifat dinamis.
Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping PKH setiap
ada perubahan.

Untuk memperoleh informasi lebih mendalam  mengenat
tahapan pemutakhiran data, peneliti melakukan wawancara dengan
Stal Scksi  Perlindungan Jaminan Sosial yang merupakan Pelaksana
PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan bahwa :

“Kewajiban Pendamping PKH wntuk mengawasi bila terjadi
perubahan dalam struktur keluarga peserta yang berpengaruh
pada perubahan data peserta, baik melalui pertemuan kelompok

peserta maupun melalui data SIM PKH." (Wawancara  Selasa,
tanggal 14 Maret 2017)
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Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Pendamping PKH
Kecamatan Tanjung Palas sebagai berikut ;

“Informasi perubahan daita peserta disampaikan pada saat tugas
pendampingan yaitu pertemuan kelompok peserta PKH Selain itu,
perubahan data peserta juga dapat dimonitor melalui SIM PKH.
Contohnya, jika seorang anak sudah berusia 5 tahun 9 bulan,
berarti dalam waktu 3 bulan dia akan keluar dari PKH Kesehatan
dan masuk ke PKH Pendidikan.” (Wawancara Kamis, tanggal 20
April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kelompok Peserta
PKH Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas
diperoleh informasi :
“Biasanya peserta memberitahukan adanya perubahan data ketika
dilaksanakan  pertemuan  rutin  kelompok  peserta PKH
sepertikehamilan, kelahiran bayi, kematian anggota keluarga,
perpindahan  atau  perubahan  alamat, perubahan  tingkat
pendidikan anak, perubahan nama penerima PKH, maupun
perubahan fasilitas vang diakses. (Wawancara Kamis, tanggal 20
April 2017)
Selain itu, Koordinator PKH Kabupaten Bulungan juga
menyatakan bahwa :
“Perubahan data dilaporkan oleh langsung peserta PKH atau
melalui SIM PKH. Pendamping bekerjasama dengan ketua
kelompok ibu peserta PKH akan memverifikasi perubahan data
terkait menggunakan format Pemutakhiran Data selanjuinya
diteruskan ke Pelaksana PKH Kabupaten setiap minggu kedua
setiap bulan uniuk diproses dan dikirim ke Pelaksana PKH Pusat”™
(Wawancara Selasa, tanggal 14 Maret 2017)
Berdasarkan hasil wawancara di  atas dapat disimpulkan
bahwa proses pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping PKH
Kecamatan Tanjung Palas yang dibantu oleh Ketua Kelompok

Peserta PKH untuk vcrifikasi perubahan data. Selanjutnya data

dikirim ke Pelaksana PKH Kabupaten dan diteruskan ke Pelaksana
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PKH Pusat untuk diproses lebih lanjut sehingga dapat digunakan
sebagai dasar pembayaran bantuan periode berikutnya.
i. Monitoring dan Evaluasi PKH

Kegiatan monitoring PKH secara umum dimaksudkan untuk
memantau pelaksanaan PKH. Sedangkan Evaluasi adalah kegiatan
mengukur keberbasilan atau kegagalan dari pelaksanaan PKH dengan
dan mengetahui faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan dari
selurub tahapan pelaksanaan program.

Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Kepala  Scksi
Perlindungan Jaminan Sosial :

“Monitoring PKH vang dilaksanakan untuk mengetahui konsistensi
pelaksana dalam implememasi PKH serta konsistensi peserta
dalam memenuhi  komitmen. Sedungkan kegiatan evaluasi
dilakukan atas dasar kegiatan monitoring” (Wawancara Rabu,
tanggal 3 Mei 2017)

Permnvataan scnada juga disampaikan staf Seksi Perlindungan
Jaminan Sosial sebagai berikut :

“Pelaksanaan monitoring Monitoring dilakukon dengan cara
mengikuti langsung kegiatan dan menganalisis hasil pelaporan dan
perkembangan pelaksanaan , ketika ditemukan permasalahan atau
kendala dalam pelaksanaan PKH maka dilakukan evaluasi dengan
melaksanakan pertemuan atau rapat koordinasi untuk mengetahui
sejauh mana permasalahan tersebut menghambat pelaksanaan
PKH di lapangan. Untuk pelaksanaan  evaluasi  biasanya
dilaksanakan setahun sekali, namun dikarenakan keterbatasan
biava pada tahun 2016 iidak dilaksanakan evaluasi PKH”
(Wawancara Rabu, tanggal 3 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa
pelaksanaan monitoring dilakukan dengan mengikuti langsung setiap

tahapan kegiatan schingga ditemukan kendala atau permasalahan di

lapangan dan dilakukan kegiatan evatuasi untuk mengukur tingkat
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keberhasilan implementasi PKH di lapangan.

Dalam Penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga
Harapan (PKH) ini Peneliti menggunakan teori dari Edward IlI yang
terdiri dari empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi
kebijakan pubiik dalam kaitannya dengan tahapan kegiatan Program
Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun faktor tersebut meliputi
komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Untuk jelasnya
taktor-faktor ini dideskripsikan melalui uraian berikut :

I. Komunikasi
Dalam penelittan mengenai Implementasi Program Keluarga
Harapan (PKH) di Keeamatan Tanjung PalasKabupaten Bulungan ini
faktor komunikasi akan diuraikan lebih lanjut dan aspek :
1) Transmisi berupa pelaksanaan sosialisasi
Aspek transmisi dalam implementasi PKH di Keeamatan

Tanjung Palas dilihat dari proses sosialisasi. Sesuai hasil

wawancara informan pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan

dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perlindungan dan

Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa :

“Sosialisasi awal mengenai PKH di Kecamatan Tanfung
Palas telah dilaksanakan pada Tahun 2014. Pada saat
sosialisasi disampaikan bahwa sasaran PKH adalah
Keluarga Sangar  Miskin  (KSM}  dengan  tujuan
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan bagi peserta sesuai syarat, mekanisme
pemberian bantuan serta alur pelaksanaan PKH yang
diatur lebih rinci dalam Pedoman Umum dan Pedoman

QOperasional PKH." (Wawancara, Selasa tanggal 14
Maret 2017)
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Senada dengan pernyataan di atas, staf Seksi Perlindungan
Jaminan Sosial menyatakan bahwa :

“Sosialisasi Pernah dilaksanakan pada Tahun 2014 di
Kantor Desa Gunung Putih, dihadiri perangkat desa dan
kecamatan,perwakilan dari puskesmas dun kepula
sekolah, tokoh masyarakat serta peserta PKH dengan
nara sumber dari UPPKH Kabupaten Bulungan dan
Pendamping PKH  Kecamatan Tanjung Palas.”
(Wawancara, Selasa tanggal 14 Maret 2017}

Selain itu peneliti jupa melakukan wawancara dengan
Koordinator PKI{ Kabupaten Bulungan yang menyatakan :

“Sosialisasi PKH telah dilaksanakan pada tahun 2014.

Sosialisasi  dihadiri oleh Instansi Pelaksana PKH yaitu

dari Dinas Sosial, Koordinator PKH Kabupaten,

Pendamping PKH Kecamatan Tarmjung Palas, Unsur

Pendidikan dan Kesehatan maupun unsur Kecamatan

lainnya serta masyarakat peserta PKH.” (Wawancara,

Selasa tanggal 14 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa
Sostalisasi program telah dilaksanakan oleh Pelaksana PKH untuk
penyampaian informasi tentang sasaran program kepada
maasyarakat sasaran PKH.

" Dalam kaitannya dengan tahapan kegiatan PKH yaitu
pertemuan awal dan validasi, untuk mendukung permyataan
informan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan
Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas sebagai berikut :

“Saya baru menjadi Pendamping PKH Kecamatan

Tanjung Palas Sejak Tahun 2016. Kegiatan sosialisasi

yang dilakukan adalah pada saat pertemuan awal yaitu

pengenalan program kepada calon peserta PKH. Selain
itu juga dilakukan validasi atau kegiatan mencocokkan
data awal hasil pendataan sebelumnva dengan kondisi

terkini calon peserta PKH dengan twjuan memperoleh
peserta PKH yang valid dan memenuhi  kriteria
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feligible) sesuai syarat hepesertaan PKH."

(Wawancara, Kamis tanggal 20 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kelompok
peserta PKH diperoleh bahwa :

“Sejak menjadi peserta PKH tahun 2014, sayu beberapa

kali menghadiri sosialisasi sebelum pencairan bantuan

PKH. Termasukan pencocokan data hasil pendataan

dengan kondisi sebenarnya saat pelaksanaan sosialisasi.”

(Wawancara, Kamis tanggal 20 April 2017)

Peserta PKH lainnya juga menyatakan sebagai berikut ;

“Pernah dilaksanakan sosialisasi dari Dinas Sosial

Kabupaten dan pendamping PKH. 7 (Wawancara, Kamis

tanggal 20 April 2017)

Berdasarkan hastl wawancara beberapa informan di atas,
diketahui bahwa terdapat perbedaan sosialisasi yang dimaksud.
Yang pertama adalah pemyataan Kepala Scksi Perlindungan
Jaminan Sosial dan Koordinator PKH dimana sosialisasi yang
dimaksud adalah pengenalan awal masuknya PKH di Kabupaten
Bulungan khususnya Kecamatan Tanjung Palas yaitu pada tahun
2014, Sedangkan pernyataan pendamping PKH dan Peserta PKH -
merupakan sosialisasi yang dilaksanakan pada saat pertemuan
awal calon peserta PKH sebelum dilaksanakan validasi data
peserta PKH. Namun pada intinya maksud pelaksanaan sosialisasi
adalah sama yaitu untuk menyampaikan informasi PKH maupun
mekanisme pelaksanaan di lapangan.

2) Kejelasan
Pertemuan Rutin unsur pelaksana PKH merupakan media

penyampaian informasi tentang PKH. Sesuvai hasil wawancara
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dengan Keordinator PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan
bahwa :

“Dilakukan  pertemuan  rutin untuk  memberikan
pengarahan serta review pelaksanaan PKH di masing —
masing  kecamatan  sehingga dapat  diidentifikasi
permasalahan aiau kendala  pelaksanaan PKH  di

lapangan serta menemukan langkah — langkah untuk
mengatasi permasalahan tersebut. (Wawancara, Selasa
tanggal 4 April 2017)

Setelah dilaksanakan pertemuan UPPKH Kabupaten
bersama Koordinator PKH Kabupaten dan masing — masing
Pendamping Kecamatan hasil pertemuan akan disampaikan oleh
Pendamping kepada KSM melalui pertemuan kelompok Peserta
PKH sesuai hasil wawancara dengan Pendamping PKH
Kecamatan Tanjung Palas yang menyatakan bahwa :

“Semua informasi mengenai PKH yang kami peroleh dari
hasil pertemuan dengan Pelaksana PKH Kabupaten, kami
sampaikan pada saat pertemuan dengan kelompok peserta
PKH yang dilaksanakan 2 bulan sekali. Namun jika ada
hal yang bersifat urgen atau penting biasanya
pendamping langsung ke rumah peserta (Home Visit)
(Wawancara, Selasa tanggal 20 April 2017)

Sesunai hasil wawancara dengan salah satu Ketua
Kelompok Peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas yang
menyatakan bahwa :

“Untuk menguatkan  komitmen dan mendapatkan
informasi terbaru mengenai PKH Pertemuan kelompok
peserta PKH sangat penting dilakukan, di sini kami bisa
saling mendengarkan keluhan dari masing — masing
anggota kelompok, walaupun disetiap pertemuan tidak
semua peserta bisa hadir.” (Wawancara, Kamis tanggal
20 April 2017)
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Pernyataan diatas juga didukung oleh pemvataan dari
peserta PKH sebagai benkut :

“Pertemuan rutin  biasanya dilaksanakan setiap satu

bulan untuk penyampaian informasi PKH namun saat ini

dilaksanakan sekitar 2 bulan sekali.”’ (Wawancara, Kamis

tanggal 20 April 2017}

Tidak semua peserta PKH bisa hadir pada setiap
pertemuan rutin yang dilaksanakan dikarenakan kondisi geografis
wilayah yang berjauhan serta kesibukan lain scbagai ibu rumah
tangga. Namun sebisa mungkin informasi vang diperoleh pada
saat pertemuan akan disampaikan oleh ketua kelompok peserta
PKH secara personal.

3) Konbsistensi

Yaitu keseragaman ukuran dasar dan tujuan. Adanya
konsistensi dalam pelaksanaan program akan memudahkan
implementor dalam pelaksanaan tugas di lapangan sehingga akan
ditemukan kesatuan gerak langkah dalam melaksanakan Program
Keluarga Harapan (PKH) sampai ke tingkat masyarakat miskin
peserta PKH.

Sejak PKH dilaksanakan di Kabupaten Bulungan pada
tahun 2013, banyak perubahan yang terjadi di setiap tahun.
Diantaranya sesuai hasi wawancara dengan Pedamping PKH
Kecamatan Tanjung Palassebagai berikut :

“Aturan atau mekanisme dalam pelaksanaan PKH masih

sering berubah contohnya Komponen bantuan untuk

tingkat SMA yang baru masuk sejak tahun 2015, serta

komponen disabilitas dan lansia pada tahun 2016. Untuk
komponen lansia  dan  disabilitas,  dikarenakan
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memerlukan proses pendataan dan vdlidasi ulang maka

baru akan menerima bantuan pada tahun 2017

(Wawancara, Kamis tanggal 20 April 2017)

Masih dalam kesempatan yang sama Pedamping PKH
Kecamatan Tanjung Palas juga menyatakan :

“Terjadi perubahan mekanisme penmyaluran bantuan. jika

pada tahun 2016 diberikan secara tunai melalui kanior

pos, pada tahun 2017 akan diberikan secara non tunai

melalui rekening bank” (Wawancara, Kamis tanggal 21)

April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok
peserta PKH di Kecamatan Tanjung Palas Kelurahan Tanjung
Palas Hilir yang menyatakan bahwa :

“Aturan pelaksanaan PKH sering berubah. Karena pada

saat sosialisasi atau pertemuan awal yang biasanya

dilaksanakan di kecamatan, infarmasi yang disampaikan
bersifat umum, maka perubahan aturan dan informasi
lainnya yang lebih rinci disampaikan saat pertemuan
rutin. Pada saat itu juga peserta bisa lebih nyaman
bertarya karena jumlah peseria vang lebih sedikit”

(Wawancara, Kamis tanggal 20 April 2017}

Perubahan komponen PKH maupun mekanisme
penyaluran bantuan, apabila tidak sempat disampaikan pada saat
soslalisasi pertemuan awal dapat disampaikan pada pertemuan
rutin. Disamping itu suasana yang lebih santai dengan jumiah
peserta lebih sedikit membuat peserta lebith nyaman untuk
mengajukan pertanyaan sehingga mereka mendapatkan informasi
dengan jelas.

Berdasarkan uraian tentang faktor yang mempengaruhi

implementasi dengan liga aspek komunikasi diatas dapat diketahui

bahwa Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan
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tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu pelaksana
kebijakan dan mampu dikomunikasikan secara jelas dan tepat dengan
para pelaksana sehingga dapat diterima dengan baik oleh kelompok
masyarakat sasararn.

2. Somberdaya

Implementasi  kebijakan juga ditentukan oleh faktor
sumberdaya. Tanpa sumberdaya, kebijakan-kebijakan yang telah
dirumuskan mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak
pemah dircalisasikan. Edwards IH (1980:53) menyatakan bahwa:
“Resources can be a critical factor in implementing public policy.
Important resources include staff of sufficient size and with the proper
skills to carry out their assignment and information, authority and
Sacilities  necessary to translate  proposals on paper into
functioning public services.”

Dalam penelitian ini faktor sumber daya akan dilihat dari
berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan
proses implementasi PKH di:Kecamatan Tanjung Palas : |
1) Pelaksana PKH i

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah
staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang
sering terjadi dalam impilementasi kebijakan, salah-satunya
disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai,

mencukupi, ataupun tidak kompeten datam bidangnya.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekst
Perlindungan Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa :

“Terjadi  perubahun  struktur Organisasi  Perangkat
Daerah  Dinas  Sosial Kabupaten Bulungan sebagai
Pelaksana  PKI serta mutasi pejabat struktural yang
sebelumnya termasuk dalam unsur UPPKH Kabupaten
Bulungan tahun 2016 sehingga semua pelaksana PKH
vang melekat pada jabatan strukiural merupakan personil
baru. (Wawancara, Selasa tanggal 14 Maret 2017)

Karena dengan adanya perubahan struktur Organisasi
Perangkat Daerah maka struktur pelaksana PKH juga akan
mengalami perubahan. Sehubungan dengan hal ini peneliti juga
melakukan wawancara yang ditujukan kepada salah seorang staf
Seksi  Perlindungan Jaminan Kabupaten Bulungan yang
merupakan unsur UPPKH tahun 2016 dengan hasil wawancara
sebagai berikut :

“Struktur  organisasi pada  Dinas  Sosial  mengalami
perubahan selain itu juga ada mutasi pejabat eselon
sehingga pejabat struktural yang menjadi peluksana PKH
merupakan personil baru. Disamping itu, Posisi operator
PKH hingga saat ini masih kosong jadi tugas aperator
dirangkap  ofeh  koordinator PKH  Kabupaten”
(Wawancara, Selasa tanggal 14 Maret 2017) )

Schubungan dengan hal ini peneliti juga mclakukan
wawancara dengan koordinator PKH Kabupaten sebagai berikut :

“Pelaksana PKH unsur kementerian yaitu koordinator,
operator dan pendamping kecamatan. Posisi Operator
PKH kosong sejak tahun 2105, saat ini selain sehagai
Koordinator PKH saya juga melaksanakan tugas
Operator PKH. Sebenarnya tidak ada kendala teknis
dalam hal ini, namun dikarenakan saya juga harus
melaksanakan  peckerjaan  sesuai  tupoksi  scbagai
Koordinator.maka uniuk melaksanakan pekerjaan yang
menjadi tugas Operator membutubkan waktu yang sedikit
lebih lama. " (Wawancara, Selasa tanggal 18 April 2017)
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Upaya untuk mengisi kekosongan posisi Operator PKH
telah dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Kementerian
terkait dan telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tes untuk
mengisi posisi tersebut. Namun hingga saat ini belum ada personil
vang lulus atau memenuhi kualifikasi vang dipersyaratkan.

2) Informasi,

Informasi dalam tmplementasi kebijakan berupa informasi
yvang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan
kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi
pemerintah yang telah ditetapkan. Sesuai denpan wawancara
dengan Staf Seksi Perlindungan Jaminan Sostal yang merupakan
unsur UPPKH tahun 2016 sebagai berikut :

".sehagai panduan pelaksanaan PKH tersedia buku

pedoman umum dan pedoman operasional PKH yang

dikeluarkan setiap tahun. Namun, pedoman terbaru hanya
tersedia dalam bentuk softcopy” (Wawancara, Selasa

tanggal 14 Maret 2017)

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan
koordinator PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan bahwa :

“Untuk  seluruh  Koordinator PKH  Kabupaten

dilaksanakan pertcmuan untuk pemantapan koordinator

dalam rangka pengendalian kegiatan sedangkan uniok
operator dan pendamping PKH dilaksanakan pelatihan

atau bimbingan teknis. Semua pendamping PKH di

Kabupaten — Bulungan  teluh  mengikuti  bimtek”

(Wawancara, Selasa tanggal 18 April 2017}

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpuikan

bahwa buku pcdoman umum dan pedoman operasional PKH

merupakan panduan wajib bagi pelaksana PKIL. Selain itu juga
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untuk Koordinator, Operator maupun pendamping  PKH
informasi lainnya dapat diperoleh melalui kegiatan rapat
koordinasi, diklat atau bimtek yang dilaksanakan oleh
kementerian sosial.
3) Wewenang
Penggunaan wewenang yang memadai sangat penting
dalam implementasi kebijakan yang efektif.Hal ini menjadi sangat
krusial ketika mekanisme pelaksanaan melibatkan berbagat unit
pelaksana dan mungkin saja berasal dari berbagai tingkatan
organisasi.
Berdasarkan basil wawancara dengan dengan Kepala
Seksi Perlindungan Jaminan Sosial disampatkan scbagai berikut :
“Karena PKH merupakan program nasional, wewenang
penuh dimiliki oleh  kementerian sosial misalnva dalam
menetukan kelompok sasaran dan memveleksima hingga
berhak menjudi anggota PKH. Kewenangan lain yang
dimiliki pusat adalah dalam rangka penyeleksian daerah
mana saja yang dapat menerapkan PKH, juga berwenang
dalam penentuan dana penyeleksian pendamping dan
. pelaksana. (Wawancara, Selasa tanggal 11 April 2017)
Kewenangan pemerintah Kabupaten DBulungan banya
sebatas menghimbau para tim pelaksana PKH dan pelaksana dari
fini paling atas hingga lini paling bawah agar selalu melakukan
koordinasi terkait penerapan PKH di Kabupaten Bulungan.
4} Fasilitas dan Dana Penunjang
Fasilitas dalam hal ini adalah ketersediaan sarana dan

prasarana untuk menunjang implementasi PKH. Adapun fasilitas

yang digunakan sesuai hasil wawancara dengan pendamping PKH
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Kecamatan Tanjung Palas sebagai berikut :

“Dalam  pelaksanaan tugas pendampingan sava
menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi ke
desa atau kelurahan, handphone sebagai alat komunikasi
dan dokumentasi serta lapiop untuk membuat laporan.
Selain itu, untuk pelaksanaan pertemuan rutin biasama
digunakan fasilitas umum seperti bangunan TK atau
PAUD. Fasilitas untuk peserta PKH bidang pedidikan
sesuai fasilitas yang tersedia pada masing - masing
sekolah, sedangkan untuk bidang kesehatan fasilitas yang
tersedia pada puskesmas atau pustu” (Wawancara, Kamis
tanggal 20 April 2017)

Selain itu untuk mengetahui fasilitas bagi peserta PKH.
peneliti melakukan wawancara dengan ketua kelompok peserta
PKH sebagai berikut :

“Fasilitas yang diterima sama seperti anak sekolah pada

umumnya yaitu semua fasilitas yang tersedia di sekolah

yang berbeda hanya peserta PKH menerima bantuan
untuk  membantu membeli  kebutuhan anak sekolah.”

(Wawancara, Kamis tanggal 20 April 2017)

Pemyataan ini juga sesuai dengan pernyataan peserta PKH
sebagai berikut :

“Tidak ada fasilitas khusus, menggunakan semua fasilitas

yang tersedia baik di sekolah maupun puskesmas”

(Wawancara, Kamis tanggal 20 April 2017)

Selain sarana dan lf)rasarana, kebutuhan dana penunjang
juga sangat mempengaruhi implementasi PKH. Sesuai pernyataan
dr. Idewan Budi Santoso, M.Si, yang merupakan kepala Dinas
Sosial sekaligus pengarah UPPKH pada tahun 2016 bahwa :

“Tahun anggaran 2016 Kabupaten Bulungan telah

menganggarkan biaya operasional pendamping PKH

sebesar Rp. 1,3 juta per pendamping per bulan, dana

operasional tersebut dapat digunakan untuk membiayvai
konsumsi pertemuan rutin peserta PKH, transport
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kunjungan ke peserta PKH dan kebutuhan lain yang
menunjang untuk pelayanan terhadap peserta PKH.
Selain  biaya operasional, Pemerintah  Kabupaten
Bulungan  juga mengalokasikan  anggaran  untuk
kebutuhan Alat tulis Kantor sehesar Rp. 300.000 per
pendamping. memberikan fasilitas Laptop kepada selurih
pendamping (hitp://linjamsas.kemsos.go.id)

Pada tahun 2017, dikarenakan anggaran untuk operasional
PKH mengalami pengurangan dapat dipastikan besaran biaya
operasional untuk masing -~ masing pendamping juga akan
berkurang sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pcrlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Bulungan scbagai
berikut :

“Anggaran Daerah untuk tahun ini berkurang jadi

anggaran untuk  mendukung  kegiatan PKH juga

berkurang. Untuk pelaksanaan seluruh kegiatan masih

kurang, jadi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa

dilaksanakan” (Wawancara, Selasa tanggal 14 Maret

2017)

Staf Scksi Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten
Bulungan juga menyatakan sebagai berikut :
“Tahun ini anggaran operasional _PK'H semakin niinim,
yang pasti masth tidak mencukupi untuk pelaksanaan
kegiatan secara maksimal hkarena dampaknya dana
operasional untuk pendamping juga akan berkurang dari
tahun sebelumnya. hingga saat ini belum dilaksanakan
pertemuan uniuk membahas besaran dana operasional
untuk  masing — masing  pendamping  tersebut”
{(Wawancara, Selasa tanggal 14 Maret 2017)
Pengurangan dana  operasional PKH  dikarenakan
pengurangan anggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Bulungan

schingga dengan dana yang minim tetap harus diupayakan

pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien.
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3. Disposisi atau sikap pelaksana
Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk
mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika
ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya
harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai
kemampuan untuk implementasi kebijakan, tetapi mereka juga harus
mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut,
Dalam penelitian ini faktor disposisi akan diuraikan lebih
fanjut dari aspek :
1) Pengangkatan birokrasi,

Dalam implementasi PKH harus direkrut aparat pelaksana
yang memiliki kemampuan, pengalaman dan kemauan untuk
bekerja keras, sehingga apapun tantangan yang akan ditemuinya di
lapangan diharapkan dapat diatasi dengan suatu komitmen untuk
pencapaian tujuan PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Bulungan disampaikan
scbagai berikut ;

“Koordinator,  Operator dan  Pendamping PKH
merupakan unsur Kementerian yang direkrut melalui test
offline atau seleksi tertulis, wawancara maupun Focus
Group Discussion (FGD), Namun wuntuk tempat
pelaksanaan difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Utara dan Dinas  Sosial  Kabupaten
Bulungan” (Wawancara, Selasa tanggal 14 Maret 2017)

Selain itu, Staf Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten

Bulungan juga menyatakan hahwa :
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“Pelaksanaan test perekrutan dimaksudkan agar
mendapatkan  staf atau pelaksana yang memiliki
kemampuan dan komitmen yang tinggi terhadap
pelaksanaan PKH. Namun, Perekrutan tidak dilakukan
setiap tahun tetapi sesuai dengan dengan kebutuhan, pada
posisi mana ada kekosongan.” (Wawancara, Selasa
tanggal 14 Mare: 2017}

Pernyataan diatas didukung oleh hasil wawancara dengan
Koordinator PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan :

“Koordinator, Operator dan Pendamping PKH direkrut
oleh pusat melalui proses seleksi dan diutamakan
berdomisili di lokasi penempatan. Selunjutrya personil
yang lolos seleksi akan diberikan diklat dan  bimtek
yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan
menanamkan arti penting PKH bagi masyarakat miskin
peserta PKH.” (Wawancara, Selasa tanggal 14 Maret
2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan
bahwa selain pelaksana PKH dari unsur Dinas Sosial, Koordinator,
Operator dan Pendamping PKH merupakan pelaksana PKH sebagai
unsur Pusat/Kementerian yang direkrut mefaiui seleksi yang cukup
ketat dan dibekali pengetahuan dengan mengikuti diklat. Sehingga
Koordinator, Operator dan Pendamping PKH bisa memahami PKH
hingga keakar-akamya dan menjadi sebuah produk yang siap tefj un
menghar_:lapi peserta PKH beserta permasalahan di lapangan.

2} Insentif

Yaitu tumjangan sebagai bentuk penghargaan scbagai
konsekuensi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap
aparat pelaksana tersebut, Hal ini tentunya semakin mendorong

semangat dan memperkuat komitmen dari aparat peiaksana dalam

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
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Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten
Bulunganmenyatakan sebagai berikut :
“Tidak diberikan insentif atau honor tambahan  bagi
koordinator dan pendamping  program, daerah  hanya
menyediakan hiaya operasional untuk pelaksanaan tugas
seperti biaya transportasi dan biaya ATK.” (Wawancara,
Selasa tanggal {4 Maret 2017)
Pemyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan
Koordinator PKH Kabupaten Bulungan sebagai berikut :
“Untuk penunjang pelaksanaan tugas, dari pihak kabupaten
diberikan biaya operasional yang digunakan untuk biaya
transportasi dan pelaporan. Honor lain diluar gaji pokok
tidak ada” (Wawancara, Selusa tanggal 14 Maret 2017)
Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan
pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas sebagai berikut :
.. diherikan dana operasional untuk pelaksanaan kegiatan
pendampingan. Untuk tahun 2016 besarnya 1,3 Jt. Untuk
tahun ini belum ada informasi. Kemungkinan akan herkurang
karena secara keselwuhan anggaran umuk operasional
herkurang. " (Wawancara, Kamis tanggal 20 April 2017)
Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa untuk
. koordinator dan pendamping PKH dana yang ditcrima memang
hanya berupa dana operasional, untuk dana lain berupa honor atau
tunjangan tambahan memang tidak ada. Untuk dana operasional
disetiap triwulan akan dibuat laporan pertanggung jawaban
penggunaan dana tersebut.
4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma- norma, dan pola-

pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan- badan ekse-
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kutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan
apa yang mercka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Walaupun sumber- sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan
tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya
dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu
kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau
tereatisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini faktor struktur birokrasi akan diuraikan
lebth lanjut dari aspek :
1Y  Standar Operating Procedure (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara, koordinator PKH Kabupaten
Bulungan menyatakan sebagai berikut :

“SOP PKH sebagian besar melekat pada tugas dan fungsi

pendamping PKH yang dimulai dari pemberian data dari

pusat berupa data KSM calon peserta PKH, kemudian

melalui  data tersebut  pendamping mengundang untuk

melakukan pertemuan awal dan validusi. (Wawancara, Rabu

tanggal 3 Mei 2017)

Pernyataan ini diperkuat déngan hasil wawancara terhadap
pendamping PKH Kceamatan Tanjung Palas yang menyatakan

bahwa :

“Sebelum penctapan peserta PKH, dilakukan pertemuan
awal bagi KSM yang akan menjadi calon pescrta PKI juga
elemen-clemen bidang pendidikan dan kesehatan yang akan
terlibat. Setelah itu barulah pendamping melakukan proses
validasi data yang bertujuan memeriksa data calon peserta
untuk menilai kelayakan menjadi peserta PKH. Setelah
proses validasi selesai, dilukukan entri data oleh operator
PKH yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Koordinator
PKH. Dari hasil entri data yang dikirim ke pusat ukan
diketahui KSM yang herhasil lolos menjadi peserta PKH.
Namun  Pertemuan awal dan  validasi  data  hanya
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dilaksanakan jika ada data baru berupa penambahan

maupun pengurangan”(Wawancara, Kamis tanggal 20 April

2017)

Setelah proses entri data dan diumumkannya peserta PKH
yvang lolos barulah pencairan pertama melakukan proses
pemutakhiran yaitu proses pembaharuan data untuk mengantisipasi
data yang berubah. Setelah pencairan pertama proses PKH masih
berlanjut pada kegiatan perlemuan rutin. Setelah pendamping
melakukan pertemuan  rutin  bersama dengan peserta PKH,
pendamping juga melakukan tahap verifikasi ke sekolah-sekolah
yang menjadi tempat belajar anak peserta PKH dan kepada bidan-
bidan yang dipilih peserta PKH ketika berobat atau melahirkan.
Setelah melakukan verifikasi data dari hasil pemutakhiran dan
verifikasi ke sckolah dan bidan tadi akan dientri oleh operator PKH
ke pusat sehingga dengan dikirimnya data ke pusat menandai bahwa
pencairan kedua akan segera dilaksanakan.

2)  Fragmentasi

Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Sosial
berkewajiban atau memiliki tanggung jawab menyediakan fasilitas
dan menganggarkan biaya operasional sebagai pendukung
pelaksanaan PKH di kabupaten Bufungan. Berdasarkan hastl
wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan
Jaminan Sosial disampaikan bahwa :

“Dinas Sosial digunakan sebagai  sekretariat  PKH,

menifasilitasi rapat - rapat atau pertemuan pendamping

kecamatan  serta  memvedigkan  duna  operasional.”
(Wawancara, Rabu tanggal 3 Mei 2017)
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Selain itu, pada kesempatan berbeda  Kepala Seksi
Perlindungan Jaminan Sosial menyatakan bahwa:

“Sesuai  komitmen pemerintah daerah pada awal masuknya

PKH. maka pemerinmah dacrah melalui Dinas Sosial wajib

menganggarkan biava  operasional  untuk  mendukung

pelaksanaan PKH. Walaupun beberapa tahun terakhir

Jjumlahnya relatif kecil dan tahun ini biaya pendukung PKH

hanya sebesar Rp. [30.000.000,00" (Wawancara, Selasa

tanggal 14 Maret 2017)

Anggaran untuk biaya operasional PKH dimaksudkan untuk
memenuhi  tanggung jawab pelaksana PKH dalam bentuk
penyediaan informasi dan sosialisasi, pengawasan maupun
pembinaan di seluruh wilayah Kabupaten.

Mengenai tanggung jawab Pelaksana PKH Kabupaten
Bulungan, sesuai hasil wawancara dengan staf Seksi Perlindungan
Jaminan Sosial sebagai berikut :

“Pelaksana PKH melalui  Dinas Sosial  memfasilitasi

rekruitmen Koordinator. Operator dan Pendamping PKH,

menguawal setiap tahapan pelaksanaan hingga pencairan
bantuan serta melaksanakan kegiatan moniioring dan

evaluasi PKH ~ (Waeancara, Selasa tanggal 14 Maret 2017)

Selaiﬁ it -juga dilakukan wawancara dengan Koordinator
PKH Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

“Tanggung jawab Koordinator adalah melaksanakan

koordinasi dalam seriap tahapan kegiatan PKH baik kepada

pendamping, unsur dinas maupun pelaksana PKH provinsi
dan Pelaksana PKII pusat. sedangkan pendamping PKH
merupakan unsur yang berperan secara langsung dalam
setiap tahapan kegiatan PKH. "(Wawancara, Selasa tanggal
14 Maret 2017)

Pernyataan ini didukung hasil oleh wawancara dengan

Kepala Bidang Rehahilitasi dan Perlindungan Jjaminan Sosial
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sebagai berikut :

“Koordinasi pelaksana PKH terjalin dengan baik. koordinasi

dilaksanakan dalam bentuk pertemuan atau rapat koordinasi

untuk menyampaikan permasalahan dalam pelaksanaan

PKH."(Wawancara, Rabu tanggal 3 Mei 2017)

Wawancara juga ditujukan untuk stal Seksi Perlindungan
Jaminan Sosial sebagai berikut :

“Koordinasi antar pelaksana PKH terjalin dengan baik,

disesuaikan dengan teknologi yany ada koordinasi saat ini

menggunakan whats App baik melalui grup ataupun personal
message. Sehingga setiap informasi yang ada dapat

disampaikan dengan cepat.” (Wawancara, Rabu tanggal 14

April 2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas diketahui
setiap pelaksana PKH telah mengetahui dan menjalankan tanggung
jawabnya masing — masing dalam implementasi PKH di Kabupaten
Bulungan Khususnya Kecamatan Tanjung Palas. Dalam pelaksanaan

koordinasi didukung dengan adanya teknologi ~messanger,

pelaksanaan koordinasi menjadi lebih cepat dan efektif.
2. Efektivitas imbleméntasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas

'Di Indonesia Program Kelﬁarga Harapan (PKH) sudah berjalan
sejak 2007. Intervensi PKH terhitung masih kecil, tetapi efcktivitasnya
tinggi sckali dibandingkan program bantuan sosial kemiskinan Jainnya.

Pemerintah daerah lokasi PKH diharapkan memberikan dukungan
penuh bagi pclaksanan PKH.Komitmen daerah sangat diperlukan demi
suksesnya PKH di daerah masing-masing melalui dana sharing,

ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan dalam rangka
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pemenuhan komitmen peserta.Tanpa komitmen pemerintah daerah,
pelaksanaan PKH tidak akan maksimal, dibuktikan dengan daerah-daerah
yang tingkat keberhasilan pelaksanaan PKH tinggi, salah satunya karena
besarnya atensi dan komitmen pemerintah daerah.

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu Kabupaten terbaik
untuk komitmen terhadap pelaksanaan PKH, hal ini dibuktikan dengan
diperolehnya penghargaan dari Menteri Sosial sebagai Kabupaten dengan
konsistensi terbaik Pemerintah Dacrah dalam Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan Kohort 2011 - 20i4. Kabupaten Bulungan
membuktikan dukungan dan kontribusi terhadap pelaksanaan Program
Keluarga Harapan.

Namun, komitmen Pemerintah saja belum cukup untuk mengukur
keberhasilan atau efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan
(PKH) . Dalam sub bab ini. efektivitas implementasi program hanya dinilai
terhadap tingkat kesesuain dengan tujuan program. Karena, Efektivitas
program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan
output prograrn (Ditjen Blinlantas Depnaker, 1983, dala-m-Setiawan, 1998).

Adapun tujuan dari PKH adalah :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan seria taraf pendidikan
anak Peserta PKH

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan seria status keschatan dan
gizi ihu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5 — 7 tahun
vang belum masuk sekolah dasar,

3. Meningkatkan kondisi ckenomi Peseria PKH
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Untuk mengetahui apakah Tujuan Program Keluarga Harapan

(PKH) dalam Implementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas telah

tercapai bertkut dijelaskan hasil obeservasi dan wawancara yang telah

dilakukan :

. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta taraf pendidikan

anak Peserta PKH

Sebagai pendukung implementasi PKH di Kecamatan Tanjung

Palas. Tersedia berbagai fasilitas pendidikan sebagai berikut -

Tabel 4. 5

Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Tingkat
Pendidikan di Kecamatan Tanjung Palas Tahun 2015/20616

T Murid Guru
Sekotah | Jumlah Lakf- Perem Yumilah Lakf- Perem Jumlah
laki puan laki puan
K 3 63 60 123 2 18 20
SD 20 1097 | 977 | 2074 73 142 215 |
SMP 6 443 423 866 19 23 78
SMA 1 263 256 516 50 27 57
SMK I 92 50 142 8 | 17 | 35
Jumlah 31 1 958 1 766 3724 142 217 405

Sumber : Kecamatan Tanjung Palas Dalam Angka 2016 :

Berdasarkan data di atas, di Kecamatan Tanjung palas telah

tersedia fasilitas pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak _

(TK) sampai tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU). Fasilitas

pendidikan terbanyak berada pada tingkatan Sekolah Dasar (§D)yaitu

18 unit Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 2 unit SD swasta.

Menurut data hasil validasi peserta PKH Kecamatan Tanjung

Palas tahap IV tahun 2016 (Lampiran 4) terdapat 147 komponen PKH

pada tingkat S, 97 pada tingkat SMP dan 62 pada tingkat
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SMA/SMK. Sedangkan pada tahap IV saturasi 2016 (lampiran 4)
terdapat 47 komponen PKH pada tingkat SD, 22 pada tingkat SMP
dan 23 pada tingkat SMA/SMK

Selain itu, peneliti juga melihat pencapaian tujuan PKH dalam
bidang pendidikan berdasarkan Angka Partisipasi Mumi (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Bulungan Tahun2013 -2015

- Jenjang Pendidikan APM . APFK _

2013 2004 | 2015 2013 2014 2015

SD/MI 96.55 1 97.5| 89,12 | 113,32 | 1L.19 | 98,62

Elementary School

7-12 Tahun

SMP/MTs 1246 | 7872 | 72,00 | 86,09 88.68 | 102,06

Junior High School

13-15 Tahun

SMASBMEK/MA 37,25 | 63.53 | 60,44 | 66,87 49.17 88.41

Senior High School

16-18 Tahun

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bulungan

Berdasarkan tabe! diatas Nilai APM dan APK pada tingkatan
cenderung tidak stabil. Rata — rata terjadi peningkatan di tahun 2014
namun mengalamt penurunan kembali di tahun 2015.

2. Meningkatkan akscs dan kualitas pelayanan sena status keschatan dan
gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5 — 7 tahun
yang bclum masuk sekolah dasar

Di Bidang kesehatan, salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah adalah dengan menyediakan [asilitas kcschatan dan tenaga
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keschatan yang jumlahnya cukup memadai scperti terlihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 4. 7
Banyaknya Sarana Keschatan Di Kecamatan Tanjung Palas
Tahun 2015/2016

Sarana Jumlah Keterangan
Puskesmas 1
Pustu 4
Palindes 4
Posyandu _ 16
Jumlah 25 o

Sumber :Kecamatan Tanjung Palas Dalam Angka 2016

Tabel 4.8
Jumliah Tenaga Kesehatan
Di Puskesmas Kecamatan Tanjung Palas

Tahun 2015
TenagaKes-cj_l'l;l_z-l-l:l_m e Jumlah
Medis 5
I*erawat’Bidan 84
.. Farmasi > __
Gizi 2
Tehnis/Medis 4
_Sanitasi ] | 2
Keschatan Masyarakat 4
Jumiah 106

Sumber -Kecamatan Tanjung Palas Dalam Angha 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH

Kecamatan Tanjung Palas :

“Fasilitas yang diperoleh peserta PKH bidang keschatan
adalah fasilitas yvang tersedia di sarana keschatan setempat
seperti puskesmas atau pustu, sedangkan peserta PKH vang
menerina lavanan kesehatan adaleh ibu hami, balita dan

anak pra sekolah™ (Wawancara, Kamis tanggal 20 April
2017)
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Berdasarkan data di atas fasilitas dan tenaga kesehatan yang
yang ada di kecamatan Tanjung Palas dari segi jumlah dan kualilas
cukup memadai.

Menurut data hasil validasi peserta PKH Kecamatan Tanjung
Palas tahap IV tahun 2016 (Lampiran 4) terdapat 1 komponen ibu
hamil, dan 51 komponen balita. Sedangkan pada tahap IV saturasi
2016 (lampiran 4) terdapat 30 komponen balila dan 4 komponen anak
pra sekolah.

Selain itu, peneliti juga melihat pencapaian tujuan PKH dalam
bidang kesehatan berdasarkan Angka Kematian Bayi/balita (AKB)
dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
JumiahAngka Kematian Bayi/Balita (AKB) dan Angka

Kematian Ibu (AKI) Di Puskesmas/Pustu
Kecamatan Tanjung Palas Tahun 2013-2016

Jumlah
Uraian — - :
2013 2014 2015 2016
T AKB 3 3 8 4
AKI i 1 0 0
- Jumiah 4 4 8 4

Sumber - Dinas Kesehatan Kahupaten Bulungan
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Kematian
Bayi/Balita (AKB) sejak tahun 2013 hingga 2016 cenderung
meningkat sedangkan jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung

turun.
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Selain itu juga disampaikan pernyataan dari Kepala Seksi

Perlindungan Jaminan Sosial sebagai berikut :

“Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau
perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) yang
biasa disebur Pengurus Keluarga. Walaupun jumlah bantuan
relatif kecil umtuk wilayah kalimantan, pemberian dana
kepada pengurus keluarga diyakini akan dapat mendorong
efektivitas PKH dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan
kesehatan penerima bantuan serta merubah pola pikir
peserta PKH untuk membelanjakan dana bantuan sesuai
ketentuan yang dipersyaratkan.” (Wawancara, Rabu tanggal

3 Mei 2017

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan

bahwa, walaupun jumiah bantuan PKH relatif kecil namun sangat

berguna bagi peserta PKH yang merupakan keluarga miskin untuk

membeli perlengkapan sekolah dan kebutuhan gizi ibu hamil dan

balita serta anak pra sekolah.

Selain itu, peneliti juga melihat pencapaian tujuan PKH dalam

meningkatkan kondisi ekonomi Peserta PKH di Kecamatan Tanjung

Palas melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti

disajikan pada tabe! berikut ini :

Tabel 4.10 Nilai IPM Kabupaten Bulungan dan Komponen

Penyusunnya Tahun 2014-2015

Komponen Tahun

2014 2015

iPM 69.25 69.37

Angka Harapan Hidup 72.11 72.21

Lﬂﬁf’?‘_p_"-‘!“ Lama Sekofah 12.53 12.56

Rata-rata Lama Sekoiah 8.27 8.29

PPP (000 Rp) 8,852 8,877
Peringkat Provinsi 3 3 J

Sumber . Berita Resmi Statistik Kab. Bulungan No. 04/10/65/Th XIX, 19

Cktober 2016
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi
peningkatan IPM dari tahun 2014 sebesar 69,25 menjadi 69,37 pada
tahun 2015. Walaupun tidak dapat memberikan gambaran seluruh
dimensi pembangunan manusia, IPM mampu mengukur tiga
dimensi pokok manusia yang dinilai mencerminkan status
kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk, yaitu dimensi

kesehatan, pendidikan maupun standar hidup layak.

C. Pembahasan
Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai Implementasi Program
Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Palas dalam hubungannya dengan
4 (empat) faktor penentu keberhasilan implcmentasi menurut Edward [11
yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap/disposisi dan struktur birokrasi yang
dikaitkan dengan tahapan kegiatan PKH senia efektivitas imblementasi
PKH dalam rangka mencapai tujuan penclitian yang telah ditetapkan.
1. Pembahasan mengenai Implementasi PKHdi Kecamatan Tanjung
Palas
Implementasi kebijakan merupakan tahapan terpenting dari
suatu kebijakan publik yang ditempuh oleh pemerintah. Implementast
kebijakan adalah merupakan proses dimana suatu kebijakan
dilaksanakan melalui program-program yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan

vang diarahkan untuk mercalisasikan program, dimana pada posisi ini
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eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterprestasikan
dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi (Tangkilisan, 2003).
Sehingga dengan mengorganisir, seorang cksckutif mampu mengatur
secara efektif dan efesien sumber daya. unit-unit dan teknik yang
dapat mendukung pelaksanaan program. serta melakukan interprestasi
terhadap perencanaan yang dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti
dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Tahapan kegiatan PKH dimulai dari penetapan sasaran,
persiapan daerah, pertemuan awal dan validasi, penyaluran bantuan,
pembentukan kelompok peserta PKH. verifikasi komitmen,
pemutakhiran data hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah
dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Palas Kahupaten Bulungan.

Untuk mengetahui implementasi PKH di Kecamatan tanjung
Palas secara lehih mendalam. akan dibahas hubungan faktor — faktor
yvang mencntukan keberhasilan implementasi menurut Edward 1I1
berikut ini dengan tahapan kegiatan PKH:

1) Komunikasi |
Salah satu faktor vang keberhasilan implementasi sebuah
kebijakan adalah komunikasi. Menurut  George Cdward I
dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga} aspek yang perlu
diperhatikan, vaitu transmisi, kejelasan (clearity) dankonsistensi
(consistency), Berdasarkan hasil penelitian dalam  hubungan
faktor komunikast dengan implementasi PKH di Kecamatan

Tanjung Palas dapat dijelaskan schagai berikut :
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a. Transmisi berupa pelaksanaan sosialisasi

Suatu proses transmisi atau penyaluran informasi
dikatakan berhasil apabila informasi dapat disampaikan
dengan baik oleh pelaksana dan diterima dengan baik pula
oleh kelompok sasaran. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini
dituntut unsur pelaksana PKH yang memiliki kemampuan
untuk memahami dan menyalurkan informasi mengenai
semua aturan dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada
pelaksana maupun sampai ke masyarakat Peserta PKH
(KSM).

Berdasarkan basil wawancara pada sub bab
sebelumnya Sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas
telah dilaksanakan dengan dibadiri scmua unsur yang baik
secara langsung maupun tidak. terlibat dalam lmplementast
PKH seperti perangkat desa dan kecamatan,perwakilan dari
puskesmas dan kepala sekolah, tokoh masyarakat dan peserta
PKH -de'ngzin ‘narasumber dari UPPKH Kabupaten Bulungan

~dan Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas serta
disampaikan tujuan dan sasaran PKH.

Namun, sosialisasi PKI seharusnya dilakukan setelah
tahapan penetapan sasaran dimana salah satu peseria yang
hadir adalah calon peserta PKH hanya dilaksanakan di
Kabupaien, sedangkan di Kecamatan Tanjung Palas

sosialisasi yang seharusnya dilakukan pada tahun 2013, baru
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bisa dilaksanakan pada tahun 2014 dimana peserta PKH yang
hadir merupakan peserta vang telah divalidasi oleh
pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas. Berdasarkan
uratan diatas dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang
dilaksanakan belum maksimal.
b. Kejelasan
Kejelasan mengandung arti bahwa setiap informast
yang diterima dan disampaikan benar - benar dipahami dan
dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas oleh pelaksana
PKH serta dalam pemenuhan komitmen oleh peserta PKH.
Pertemuan rutin baik antar Pelaksana PKH maupun
pertemuan rutin Pendamping PKH dengan Peserta PKH
untuk menyampaikan secara lebih jelas dan rinci mengenai
ukuran dan tujuan prograin merupakan media  yang
digunakan dalam implementasi PKH di Kecamatan Tanjung
Palas. Pertemuan  rutin di.perlukan un;uk mendukung
beberapa tahape;'n kegiatan PKIH dia‘ntafanya .[ahapan'
validasi peserta PKH dan pemutakhiran data peserta PKH.
Pertemuan  rutin kelompok peserta yang intens akan
berpengaruh pada kejelasan informasi yang diterima oleh
peserta PKH sehingga akan memudahkan dalam proses
validasi serta pemenuhan komitmen peserta. Namun,
pericmuan rutin - dengan  kelompok peserta PKH  yang

seharusnva dilaksanakan paling kurang sebulan sekali, di
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Kecamatan Tanjung Palas pertemuan hanya bisa
ditaksanakan dua bulan sekali dikarenakan lokasi desa yang
berjauhan serta kesulitan mengatur jadwal dengan peseria
PKH. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa faktor
komunikasi dari aspek kejelasan dalam Implementasi PKH
di Kecamatan Tanjung Palas masih kurang.
c. Konsistensi

Yang dimaksudkan dengan konsistensi adalah
perintah-perintah atan aturan dalam pelaksanaan program
atau kebijakan harus konsisten dan jelas. Dalam
implementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas,
kekurangan dari aspek konsistensi akan berdampak pada
tahapan validasi dan penyaluran bantuan. Setiap tahun
scjak dilaksanakan pada tahun 2013 di Kabupaten
Bulungan, selalu terjadi perubahan baik untuk komponen
peserta, mekanisme penyaluran bantuan maupun istilah
yang digunakan dalam implementasi. Perubaha'in atau
tambahan  komponen peserta PKH  menyebabkan
pelaksanaan validasi menjadi lebih sulit yang berarti tugas
pendamping juga bertambah berat. Sedangkan perubahan
mekanisme  penyaluran  bantuan  berakibat  pada
keterlambatan pada setiap tahapan penyaluran. Walaupun
maksud dari perubahan ini adalah untuk terus

menyempurnakan program, namun menjadi kendala yang
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cukup berarti dalam pelaksanaan tugas pelaksana PKH di
daerah, Untuk itu diperlukan seorang Pendamping Program
yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara
tepat setiap bentuk perubahan vang terjadi.
Uraian mengenai faktor komunikasi dengan ketiga aspek
di atas dalam kaitannya dcengan tahapan kegiatan PKH
menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Tanjung
Palas dari aspek transmisi dalam bentuk pelaksanaan aturan atau
kebijakan dari pelaksana kepada pelaksana lain maupun kepada
peserta PKH telah berjalan dengan baik. Namun dalam aspek
kejelasan, tetap diperlukan adanya pertemuan rutin  untuk
penyampaian informasi bagi peserta yang tidak hadir pada saat
sostalisasi atau penyampaian informasi atau aturan baru yang
belum ada pada saat pelaksanaan sosialisasi. Walaupun intensitas
pertemuan rutin bagi Pelaksana PKH sudah dinilai cukup namun
intensitas pertemuan kelompok peserta PKH di Kecamatan
Tanj.u'ng Palas masih kurang. Dari aspek konsistensi, pelaksana
PKH dalam pelaksanaan tugas sudah memiliki konsistensi yang
cukup baik, namun konsistensi aturan dan mekanisme PKH dari
Kementerian Sosial masih kurang.
Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa
dalam implementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas
penyampaian informasi melalui sosialisasi dalam mendukung

tahapan penctapan  sasaran, kejelasan  informasi  melalui
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pertemuan rutin sebagai bagian dari tahapan validasi serta
konsistensi pada tahapan penyaluran bantuan PKH masih kurang
atau belum efcktif.

2) Sumber dava

Sumber daya memiliki  peranan  penting dalam
implementasi suatu kebijakan scperti disampaikan oleh Hessel
(2003:55) sebagai berikut :

“Komando  implementasi  mungkin ditransmisikan
secara akural, jelas. dan konsisten, namun jika para
implementor kekurangan sumber daya yang perfu untuk
menjalankan  kebijakan, implementasi adalah  mungkin
menjadi tidak efektif

Sedangkan menurut Islamy (1998:34) :

“pentingnya kesiapan agen pelaksana dalam melaksanakan
suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang
memadai, halwa para pelaksana harus disuplai dengan
resources yang cukup, seperti human resources (staf dalam
Jumliah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan
kewajibannya sesuat dengan kewenangan dan tanggung
Jjawabnya), financial resources, technolo-gical resources,
maupun psychological resources.”

Berdasarkan hasil penelitian  dalam hubungan faktor
sumber daya dengan tahapan implementasi PKH di Kecamatan
Tanjung Palas dapal dijclaskan mclalui aspck — aspek scbagai
berikut :

a. Pelaksana PKH
Ketersediaan staf pelaksana yang cukup dan
memiliki kompectensi sangat penting bagi pelaksanaan

program atau kebijakan. Dalam implementasi PKH di

Kecamatan Tanjung Palas, salah satu kendala vang
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berhubungan dengan stat sebagai sumber daya utama adalah
adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah
dan mutast Pejabat Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten
Bulungan. Karena dengan adanya perubahan struktur
Orgamisasi Perangkat Daerah maka struktur pelaksana PKH
juga akan mengalami perubahan. Disamping itu, personil
baru yang masuk dalam struktur pelaksana PKH , akan
memerlukan tambahan waktu untuk mempelajari dan
memahami mengenai PKH sehingga proses implementasi
juga akan berjalan lebih lambat. Selain 1tu Perubahan unsur
Pelaksana PKH dengan struktur yang lebih sederhana dan
melibatkan personil lebih sedikit dengan tahapan kegiatan
yang cukup banyak akan berdampak pada implementasi
PKH. Selain itu, tidak ada personil yang menempati posisi
Operator Kabupaten juga merupakan kendala implementasi
yang cukup berarti. Berdasarkan uraian tugas dan kewajiban
masing — masing pelaksana PKH, Operator PKH memiliki
tugas dan kewajiban yang cukup banyak. Operator PKH
bertugas melakukan input data baik data hasil validasi, hasil
pemutakhiran serta data pembayaran untuk penyaluran
bantuan. Apabila semua pekerjaan Operator dirangkap oleh
Koordinator PKH maka pelaksanaan pekerjaan yang
menjadi tugas koordinator akan terhambat sehingga tahapan

kegiatan PKH juga akan berjalan lambat.
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b.  Informasi

Informasi dalam hal ini berhubungan dengan cara
melaksanakan PKH dan kepatuhan para pelaksana terhadap
peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
Dalam  implementasi PKH, informasi mengenai cara
pelaksanaan PKH telah tertuang dalam Buku Pedoman
Umum dan Pedoman Operasional Fasilitas Pendidikan dan
Kesehatan, Pedoman umum dan Pedoman Operasional PKH
merupakan pedoman penting bagi setiap Pelaksana PKH
karena memuat panduan untuk melaksanakan seluruh
tahapan PKH mulai dari penetapan sasaran hingga
pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Kementerian Sosial melaiui Direktorat Perlindungan
dan Jaminan Sosial setiap tahun menerbitkan buku
Pedoman Umum PKH dan Pedoman Operasional PKH.
Namun, dikarenakan lokasi wilayah Provinsi Kalimantan
Utara yang cukup jauh dengan biaya pengiriman cukup
mahal, maka buku tersebut dikinmkan dalam bentuk
softcopy. Selain buku Pedoman Umum PKH dan Pedoman
Operasional, informasi lainnya mengenai PKH dapat
diperoleh melalni kegiatan rapat koordinasi untuk
Koordinator Kabupaten, serta diklat atau bimtek untuk
operator dan pendamping PKH yang dilaksanakan oleh

Kementerian Sosial. Dengan adanya pertemuan atau rapat
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koordinasi antar koordinator PKH disampaikan strategi
pengendalian yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan
tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran sesuai rencana
serta kualitas hasil pekerjaan berdasarkan indikator kinerja
dan pedoman pelaksanaan. Sedangkan pelaksanaan diklat
atau bimtek yang telah ditkuti seluruh pendamping PKH di
Kabupaten Bulungan termasuk Pendamping Kecamatan
Tanjung Palas dimaksudkan agar diperoleh SDM yang
mempunyai pengetahuan, kemampuan teknis, pemahaman
terhadap peran, tugas dan fungsi dalam pengolahan data
serta pendampingan schingga dapat melaksanakan seluruh
tahapan PKH secara maksimal.
¢.  Wewenang

Dalam implementasi PKH di Kecamatan Tanjung
Palas, pelaksana pada Dinas Sosial yang tergabung dalam
pelaksana PKH Kabupaten Bulungan sebagai unsur daerah
memiliki wewenang yang berbeda dengan Koordinator
Kabupaten dan Pendamping PKH sebagat unsur pusat atau
Kementerian. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya
kewenangan paling banyak dimiliki oleh pemerintah pusat
dengan koordinator, operator dan pendamping PKH sebagai
pelaksana inti scdangkan wewenangan pemerintah
Kabupaten Bulungan melalui pelaksana PKH pada Dinas

Sosial hanya sebatas pelaksanaan koordinasi dan
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pemantauan PKH di Kabupaten Bulungan melalui tahapan
kegiatan monitoring dan evaluasi PKH. Dalam
implementasi PKH di Kabupaten Bulungan walaupun
kegiatan monitoring dapat dilakukan dengan mengikuti
seluruh tahapan kegiatan, pelaksanaan evaluasi masih
belum maksimal karena adanya keterbatasan dana
operasional.
d. Fasilitas dan Dana Penunjang

Untuk Pelaksana PKH dari Dinas Sosial serta
Koordinator PKH Kabupaten Bulungan, menggunakan
fasilitas yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan
berupa ruangan kantor sebagai sekretariat pelaksana PKH,
laptop dan printer untuk pelaporan serta peralatan
penunjang lainnya. Disamping itu setiap pendamping juga
diberikan fastlitas laptop untuk mendukung tugas pelaporan.

Fasilitas ruang kantor dan peralatan laptop dan
printer digunakan dalam tahap:é_n validasi peserta,
pemutakhiran data dan persiapan data pembayaran untuk
penyaluran bantuan yaitu sebagai alat input data sena print
out laporan,

Untuk peserta PKH bidang pendidikan dan
kesehatan fasilitas yang digunakan sesuat dengan fasilitas
vang tersedia di satuan pendidikan tempat anak dari peserta

PKH bersekolah atau di puskesmas dan pustu tempat
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mendapatkan layanan kesehatan bagi komponen ibu hamil,
balita dan anak prasekolah. Fasilitas bidang pendidikan dan
keschatan int digunakan peserta sebagai sarana untuk
pemenuhan terhadap komitmen peserta sesuai persyaratan.

Selain fasilitas fisik, untuk pefaksana PKH juga
dianggarkan dana penunjang yvang salah satunya
digunakan untuk biaya operasional Pendamping PKH dalam
pelaksanaan tugas pendampingan. Jika pada tahun 2016
dana operasional pendamping PK!H di Kecamatan Tanjung
Palas schesar Rp. 1,3 juta/tahun. Untuk tahun ini hanya
dianggarkan sebesar 600  ribu/tahun,  dikarenakan
berkurangnya anggaran dana penunjang PKH pada Dinas
Sosial Kabupaten Bulungan. Hal ini berakibat pada
berkurangnyva  intensitas tugas pendampingan  seperti
periemuan  rutin kelompok  peserta  PKH.  Selain  itu,
berkurangnya dana  juga berdampak  pada tidak
tér]aksananya salah satu tahapan PKH yaitu evaluasi
pelaksanaan PKH tahun 2016.

Tersedianya fasilitas fisik vang memadai serta dana
penunjang yang mencukupi merupakan sumber daya yang
sangal penting. Seorang implementor mungkin saja
memiliki tenaga yang cukup. memahami hal-hal yang
seharusnya dilaksanakan, memiliki kewcnangan yang

memadai tetapi bila tanpa dilengkapi dengan sarana dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



146
43142.pdf

prasarana yang memadai seria dukungan dana,
implementasi kebijakan yang efektif relatif sulit untuk
dilaksanakan.

Berdasarkan uraian faktor sumber daya melalui 4 aspek di
atas dalam kaitannya dengan tahapan kegiatan PKH, dapat dilihat
bahwa pada aspek pelaksana PKH, adanya perubahan struktur
yang menempatkan personil baru sebagai pelaksana PKIH serta
yang paling penting vaitu dengan kosongnya posisi operator PKH
Kabupaten Bulungan mengakibatkan beberapa tahapan kegiatan
PKH seperti validasi peserta, pemutakhiran data serta penyaluran
bantuan berjalan lambat atau tidak optimal. Untuk kewenangan
dalam seluruh tahapan implementast didominasi oleh unsur
Kementerian Sosial, pihak kabupaten hanya sebagai fasilitator
serta pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi.  Untuk
mendukung implementasi telah tersedianya fasilitas fisik yang
cukup memadai, baik bagi pelaksana PKH maupun bagi peserta
PKH. Namun .angga'ran. ‘dana penunjang kegiatan operasionai
PKH diantaranya untuk pelaksanaan evaluasi PKH masih sangat
kurang.

3) Dispostsi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan
hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan
bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang

diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lcbih atas. Karena itu,
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pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan
haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan
yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga
masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan faktor disposisi
dengan tahapan kegiatan dalam implementasi PKH di Kecamatan
Tanjung Palas dapat dijelaskan melalui aspeck — aspek sebagai
berikut :

a.  Pengangkatan birokrasi,

Pelaksana PKH pada Dinas Sosial melekat pada
struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bulungan,
namun tetap memiliki legalitas berupa SK Bupati Bulungan
dengan tambahan beberapa orang staf sebapai pelaksana
tugas rutin. Karena diangkat berdasarkan SK Bupati dan
tetap bertugas di instansi asal, pelaksana PKH pada Dinas
Sosial memiliki sikap yang sangat mendukung

- implcmer{ta.si -PKH di wilayvah Kabupaten Bu.lungaﬁ. |

Pengangkatan pelaksana PKH merupakan salah satu
bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan
PKH. Koordinator PKI, Operator dan Pendamping PKH
merupakan pelaksana yang langsung direkrut oleh pusat
atau Kementerian Sosial yang difasilitasi oleh daerah.
Karena direkrut melalui seleksi yang cukup ketat dan

dibekali pengetahuan dengan mengikuti diklat Koordinator
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dan Pendamping PKH bisa memahami PKH hingga keakar-
akamya dan menjadi sebuah produk yang siap terjun
menghadapi peserta PKH beserta permasalahan di lapangan.
b. Insentif

Pemberian insentif atau tunjangan sangat diperlukan
sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan
oleh setiap aparat pelaksana tersebut. Hal ini tentunya
semakin mendorong semangat dan memperkuat komitmen
dari aparat pelaksana dalam melaksanakan seluruh tahapan
kegiatan Program Keluarga Harapan {PKH) apalagi bagi
petaksana PKH yang memiliki lokasi tugas dengan kondisi
medan yang cukup sulit.

Dalam [mplementasi PKH di kecamatan Tanjung
Palas. untuk pelaksana dari unsur Dinas Sosial yang
termasuk dalam SK Pelaksana PKH, insentit yang diberikan
berupa honor pelaksana kegiatan yang diberikan oleh
Kementerian Sosial melalui Direktorat Pc‘rlind.ui'lgan dan
jaminan Sosial. Sedanglfan Bagi Koordinator, operator serta
Pendamping PKH, sefain gaji dari Kementerian Sosial
mereka banya mendapatkan biaya operasional sebagai
penunjang untuk pelaksanaan kegiatan. Dimana dana
tersebut digunakan untuk biaya transportasi, biaya
pertemuan rutin, atk. pelaporan dan biaya lain scbagai

penunjang tugas dan fungsi.
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Penelitian tentang implementasi PKH dari faktor sikap
atau disposisi dengan dua aspek diatas, dari aspek pengangkatan
birokrasi teriihat bentuk dukungan pemerintah daerah dalam
mendukung pelaksanaan PKH dengan membentuk struktur
pelaksana PKH dan memfasilitasi perekrutan unsur pusat yaitu
koordinator, operator dan pendamping PKH. Namun, dari aspek
insentif sebagai penghargaan bagi pelaksana yang merupakan
unsur kementerian dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan
PKH tidak dianggarkan karena minimnya biaya operasional yang
ada.

4) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur
Birokrasi. Aparat birokrasi scbagai pelaksana sebuah kebijakan
harus dapat mendukung kebijakan vang telah diputuskan secara
politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif paﬂa
kebijakan, maka akan menghambat jalannya I-(?J:)ijakanT

Berdasarkan hasil penelitian dalam hubungan faktor
disposisi dengan implementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas
dapat dijelaskan melalui aspek — aspek sebagai berikut :

a.  Standar Operating Procedure (SOP)
Standar Operating Procedure dibuat  scbagai

pendukung pelaksanaan program yang ditetapkan olch
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pemerintah berupa pembagian tugas dan fungsi sesuai
bidang pckerjaan.

Dalam implementasi PKH, Pendamping PKH
merupakan pelaksana kunci seluruh tahapan kegiatan PKH
dari pertemuan awal hingga proses penyaluran bantuan
termasuk dalam penguatan komitmen peserta, sehingga
SOP PKH sebagian besar berada pada pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pendamping PKH. Ketika pada suatu
tahapan penyaluran Peserta PKi memiliki komitmen yang
tinggi terhadap persyaratan dalam arti kata tidak ada
pemotongan bantuan, maka dapat dikatakan pendamping
telah berhasil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
sesuat dengan SOP yang ada walaupun beberapa tahapan
pelaksanaan  PKH  tetap mengalami keterlambatkan
dikarenakan kendala dari faktor — faktor yang telah
diuraikan sebelumnya.

b. . Fragmeniasi

Fragmentasi  merupakan  upaya ' penyebaran
tanggung jawab di setiap kegiatan atau aktivitas aparat
pelaksana dalam berbagai unit atau bagian sesuai dengan
kondisi yang diperfukan dalain menunjang keberhasilan
Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam implementast
PKH di Kecamatan Tanjung Palas, Pelaksana PKH melalui

Dinas Sosial memastikan tersedianya fasilitas serta dana
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pendukung dalam pelaksanaan PKH serta berperan aktif
dalam setiap tahapan kegiatan PKH. Meskipun biaya
pendukung Pelaksanan PKH pada tahun ini cukup kecil
tetap dipergunakan dengan optimal walaupun dengan
mclakukan beberapa perubahan diantaranya mengurangi
besaran biaya operasional pendamping PKH maupun
mengurangi intensitas pertemuan rutin.

Koordinator PKH memiliki tanggung jawab dalam
pelaksanaan koordinasi dari scluruh unsur pelaksana
kabupaten hingga ke pelaksana pusat. Dimana dengan
terjadinya koordinasi yang baik pelaksanaan implementasi
PKH juga akan berjalan dengan lancar dan  setiap
permasalaban yang timbul dapat segera diselcsaikan.

Hasil pembahasan di atas. menunjukkan bahwa faktor
struktur birokrasi telah dilaksanakan oleh unsur pelaksana PKH.
Dari aspck SOP terlihat dengan adanya peran aktif pendamping
dz-lla'rﬁ scluruh tahapan pelaksanaan. kcgia'lan.f’[(l-l. Dari aspek
fragmentasi, yang dimulai dari komitmen daerah, pelaksanaan
tanggung jawab masing -~ masing pelaksana PKH hingga
pelaksanaan koordinasi yang baik antar seluruh unsur pelaksana
PKH menunjukkan bahwa semua pelaksana berperan dalam setiap
tahapan kegiatan PKH demi suksesnya pclaksanaan PKH di

Kecamatan Tanjung Palas.
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2. Pembahasan mengenai efektivitas implementasi PKH di
Kecamatan Tanjung Palas
Pengertian efektivitas menurut para ahli pada hakekatnya
memiliki kesamaan makna yaitu menitikberatkan pada tingkat
keberhasilan dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu
dalam penelitian mengenai implementasi PKH di Kecamalan tanjung
Palas ini, efektivitas PKH akan dibahas melalui pencapaian tujuan
PKH yang telah scbelumya telah diuraikan pada sub bab hasil
penelitian.
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta taraf pendidikan
pendidikan anak Peserta PKH
Fasilitas pendidikan yang tersedia dimanfaatkan peserta
PKH bidang Pendidikan dimulai dari tingkat SD hingga SMA
dengan persvaralan kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari
belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung.
Menurut data jumlah anak sekolah pada setiap tingkatan
pendidikan nfulai dari SD sampai ;iehgah SMA/SMK serta data
hasil validasi peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas tahap IV
tahun 2016 dan tahap IV saturasi 2016 terdapat 194 komponen
PKH pada tingkat SID, 119 pada tingkat SMP dan 85 pada tingkat
SMA/SMK. Apabila dilihat dalam bentuk perseniase, terdapat
9.35% pada tingkat SD, 13,74% pada tingkat SMP dan 16,38 %
pada tingkat SMA/SMK  yang memiliki kesempatan untuk

bersekolah  atau mengakses fayanan pendidikan, menikmati
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kualitas pelayanan pada satuan pendidikan serta meningkatkan
taraf pendidikan dengan bantuan PKH.

Selain aspek  ketersediaan tasilitas, pencapaian tujuan
PKH dalam bidang pendidikan juga dilihat darn pencapaian
Angka Partisipasi Mumi (APM) dan Angka Partisipasi Kasar.
Berdasarkan data pencapatan APM dan APK di Kecamatan
Tanjung Palas, untuk pencapaian APM terjadi peningkatan di
scmua level pendidikan pada tahun 2014, namun terjadi
penurunan di tahun 2015. Sedangkan pencapaian APK untuk
leven SMP dan SMA pencapaian setiap tahunnya cenderung naik
dan level SD terus menurun.

Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa
tujuan PKH untuk meningkatkan meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan serta taraf pendidikan anak Peserta PKH di
Kecamatan Tanjung Palas sudah tercapai. Namun, berdasarkan
kondisi pencapaian APM dan APK yang kurang stabil
menunjukkan bahwa tujuan PKH dalam peningkatan APM dan
APK di Kecamatan Tanjung Palas masih kurang atau belum
efektif.

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta status kesehatan
dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5 - 7
tahun yang belum masuk sekolah dasar

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kecamatan Tanjung

Palas dimanfaatkan oleh ibu hamil untuk pemeriksaan kesehatan,
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pertolongan pada saat persalinan serta pemeriksaan kesehatan dan
pelayanan KB pasca persalinan. Untuk bayi baru lahir, mendapat
IMD, pemeriksaan scgera saat lahir, menjaga bayi tetap hangat,
Vit K, HBO, salep mata, konseling menyusui sedangkan untuk
balita berupa pelayanan imunisasi iengkap, penimbangan berat
badan, pemberian vitamin A.Untuk Anak usia 3-6 tahun atau
prasekolah, penimbangan berat badan dan pemantauan tumbuh
kembang serta mengikuti prograny Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD/Early Childhood Education)

Berdasarkan data ketersediaan fasilitas serta tenaga
kesehatan dan data hasil validasi peserta PKH Kecamatan
Tanjung Palas tahap [V tahun 2016 dan tahap IV saturast 2016
maka terdapat { komponen ibu hamil, 81 komponen balita dan 4
komponen anak pra sckolah (apras) vang dapat mengakses
fasilitas kesehatan, menikmati layanan kesehatan secara tayak dan
memadai serta dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi
dengan adanya hantuan PKH.

Selain  ketersediaan fasilitas _dan tenaga keschatan,
pencapaian tujuan PKH dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari
data Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) dan Angka Kcmatian
Ibu (AKI). Berdasarkan data AKB dan AKIl di Kecamatan
Tanjung Palas dapat dilihat hahwa sejak tabun 2013 sampai
dengan tahun 2016, Angka Kematian Bayi/balita cenderung

meningkat. sedangkan Angka Kematian lbu terus menurun.
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Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa tujuan
PKH untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta
status keschatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan
anak usia 5 — 7 tahun yang belum masuk sekolah dasar sudah
tercapai. Berdasarkan Angka Kematian [bu pencapaian tujuan
PKH bidang kesehatan sudah efektif | namun berdasarkan Angka
Kematian Bayi/Balita masth kurang atau belum efektif.

3. Meningkatkan kondisi ekonomi Peserta PKH

Sebagai dasar untuk mengetahui pencapaian tujuan PKH
dalam meningkatkan kondisi ekonomi peserta, dapat dinilai
melalui bantuan yang diberikan, walaupun jumlah bantuan PKH
relatif kecil namunr sangat berguna bagi peserta PKH yaog
merupakan keluarga miskin,

Selain i untuk mengetahui pencapaian tujuan PKH
dalam meningkatkan kondisi ekonomi atau Kkescsejahteraan
peserta digunakan indikator [ndeks Pembangunan Manusi (IPM).
Dimana IPM  mampu  mengukur tiga dimensi pokok
manusia vang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar
(basic capabilitics) penduduk, yaitu dimensi kesehatan,
pendidikan maupun standar hidup layak. Karena untuk dimensi
pendidikan dan kesehatan sudah disajikan pada bagian
sebelumnya, pada bagian IPM hanya dilihat berdasarkan dimensi
standar hidup layak atau mudahnya daya beli. Dimana dalam

dalam cakupan yang lebih luas, Standar Hidup Layak
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menggambarkan  tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh
penduduk  sebagai dampak  semakin  membaiknya atau
meningkatnya kondisi ekonomi (BPS menggunakan indikator
dasar rata-rata  pengeluaran  per kapita yang disesuaikan
(PPP) untuk menjamin keterbandingan antar waktu dan daerah di
Indonesia).

Namun. dikarenakan keterbatasan data di Kabupaten
Bulungan, data IPM yang tersedia merupakan data dengan skala
Kabupaten sehingga apabila dibandingkan dengan rasio jumlah
penduduk Kecamatan Tanjung Palas dengan jumlah penduduk
Kabupaten Bulungan akan diperoleh prosentasc yang relatil kecil.

Berdasarkan data [PM Kabupaten Bulungan, terjadt
peningkatan nilai IPM scbesar 0,17 pada tahun 2014. Dalam
hubungannya dengan implementasi PKH di Kecamatan Tanjung
Palas, dengan adanya bantuan PKIH, peserta dapat membelanjakan
bantuan untuk keperfuan anak sekolah dan pemeriksaan kesehatan
ibu hamil dan bali@wrés géhingga dana yang sebelumnya
dipersiapkan untuk kebutuhan terscbut dapat disimpan atau
digunakan untuk membeli keperfuan  konsumtif lainnya.
Walaupun nilai bantuan relatif kecil kelebihan dana tersebut dapat
sedikit meningkatkan daya beli peserta PKH dengan Kkata fain
meningkatkan  standar  hidup  pescria. Hal tersebut
memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh bantuan PKH terhadap

peningkatan  Indeks pembangunan Manusia di  Kabupaten
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Bulungan khususnya di Kecamatan Tanjung Palas, Dengan kata
lain pencapaian tujuan PKH dalam meningkatkan kondisi
ekonomi Peserta PKH melalui peningkatan daya beli atau standar

hidup layak sudah tercapai atau sudah efektif.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang teiah
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas berdasarkan 4 (empat)
faktor yaitu komunikasi, sumber daya disposisi dan struktur birokrasi
dalam hubungannya dengan tahapan kegiatan PKH pada dasarmmya belum
berjalan optimal atau belum efektif, hal ini dapat dilihat dari :

1) Komunikasi

[mplementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas dari aspek
penyampaian informasi melalui sosialisasi dalam mendukung tahapan
penetapan sasaran, kejelasan informasi melalui pertemuan rutin
sebagai bagian dari tahapan validasi serta konsistensi pada tahapan
penyaluran bantuan PKH masih kurang atau belum efektif. - -

2} Sumber daya —

Pada aspek pelaksana PKH, kosongnya posisi operator PKH
sebagai petugas input data pada tahapan validasi, pemutakhiran
peserta serta penyaluran hantuan mengakibatkan beberapa tahapan
kegiatan PKH berjalan lambat atau tidak optimal. Pada aspek
kewenangan, pihak kabupaten sebagai pelaksana kegtatan monitoring
dan evaluasi belum bisa melaksanakan kegiatan evaluasi secara

optimal dikarenakan keterbatasan dana. Dari aspek fasilitas dalam
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mendukung tahapan implementasi baik bagi pelaksana PKH maupun
bagi peseta PKH cukup memadai, namun anggaran dana sebagai
penunjang seluruh tahapan kegiatan PKH masih kurang.
3y Disposisi/sikap
Pada aspck pengangkatan birokrasi, dukungan pemerintah
daerah terlihat dalam pembentukan struktur pelaksana PKH dan
memf{asilitasi perekrutan unsur pusat yaitu koordinator, operator dan
pendamping PKH. Namun, dari aspek insentif sebagai penghargaan
bagi pelaksana yang merupakan unsur kementerian dalam pelaksanaan
seluruh tahapan kegiatan PKH tidak dianggarkan karena minimnya
biaya operasional yang ada.
4) Struktur Birokrast
Dari aspek SOP terlthat dengan adanya peran aktil
pendamping dalam scluruh tahapan pelaksanaan kegiatan PKH. Dari
aspek fragmentasi, vang dimulai dari komitmen daerah, pelaksanaan
tanggung jawab masing — masing pelaksana PKH hingga pelaksanaan
koordinasi yang baik antar scluruh unsur pelaksana PKH
menunjukkan bahwa semua pelaksana berperan dalam setiap tahapan
kegiatan PKH demi suksesnva pelaksanaan PKH di Kecamatan
Tanjung Palas.
2. Berdasarkan pembahasan mengenai efektivitas Implementasi PKH dalam
pencapaian tujuan PKi dapat disimpulkan bahwa :
1} Tujuan PKH untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta

taraf pendidikan anak Peserta PKH telah tercapai. Namun. berdasarkan
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kondisi pencapaian APM dan APK yang kurang stabil menunjukkan
bahwa tujuan PKH dalam peningkatan APM dan APK di Kecamatan
Tanjung Palas masih kurang atau belum efektif.

Tujuan PKH untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta
status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak
usia 5 — 7 tahun yang belum masuk sekolah dasar sudah tercapai.
Berdasarkan Angka Kematian Ibu pencapaian tujuan PKH bidang
kesehalan sudah ecfektif, namun berdasarkan Angka Kematian
Bayi/Balita masih kurang atau belum efektif.

Walaupun pencapaian tujuan PKH bidang pendidikan dan kesehatan
belum efektif. bantuan tunai yang diberikan kepada peserta PKH akan
berpengaruh terhadap peningkatan daya beli peserta PKH sehingga
akan meningkatkan standar hidup layak dan memicu peningkatan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bulungan secara
umum. Dengan kata lain pencapaian tujuan PKH dalain meningkatkan

kondisi ekonomi Peserta PKH melalui peningkatan daya beli atau

. standar hidup layak sudah tercapai atau sudah efektif.

B. SARAN

Adapun beberapa saran vang dapat disampaikan, berkaitan dengan

penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di

Kecamatan Tanjung Palas adalah sebagai berikut :

2. Saran Praktis

l.

Berkaitan dengan lmplementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas :
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1) Dari faktor komunikasi, intensitas pertemuan rutin kelompok
peserta  PKH  harus lebih  sering dilakukan karena akan
mempengaruhi kejelasan informast yang diterima oleh peserta PKH.
Selain itu, setiap pelaksana PKH terutama Pendamping harus
berperan aktif untuk meningkatkan koordinasi serta mencari
informasi update dalam menyikapi perubahan aturan dan
mckanisme yang sering terjadi datam pelaksanaan PKH.

2) Dari faktor sumber daya, Dinas Sosial Kabupaten Bulungan
hendaknya segera membuat usulan untuk pelaksanaan rekrutmen
operator PKH Kabupaten karena apabila dibiarkan tetap kosong
akan sangat menghambat dalam pelaksanaan tahapan kegiatan PKH
mengingat jumlah peserta PKH scmakin meningkat. Selain itu
untuk mendukung kelancaran implementasi PKH khususnya di
Kecamatan Tanjung Palas perlu adanya penambahan dana
penunjang PKH mengingat jumlah peserta yang semakin bertambah
maka kebutuhan dana operasional dalam implementasi PKH juga
akan bertambah.

3) Dari faktor disposisi, perlu adanya pemberian insentif bagi
pelaksana PKH seperti Koordinator dan Pendamping PKH dilvuar
biaya operasional sebagai reward atas pelaksanaan tugas dalam
implementasi PKH mengingat semakin bertambahnya jumlah dan
komponen peserta PKH serta perubahan mekanisme penyaluran
bantuan, maka tugas pelaksana PKH akan semakin kompleks.

4) Dari faktor struktur birokrasi, Pemerintah daerah serta semua unsur
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pelaksana maupun peserta PKH harus tetap memperiahankan
keberlangsungan program dengan terus meningkatkan dukungan,
koordinasi serta komitmen dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan
Tanjung Palas agar program ini dapat terus berlanjut.

2. Berkaitan dengan Efektivitas Implementasi PKH di Kecamatan Tanjung

Palas :

1) Pelaksana dan Peserta PKH harus tetap menjaga komitmen dengan
memenuhi persyaratan bidang pendidikan, agar anak peserta dapat
terus bersekolah sehingga akan berpengaruh pada peningkatan
Angka Partisipasi Murnt (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
khususnya di Kecamatan Tanjung Palas

2) Pelaksana dan Peserta PKH harus tetap menjaga komitmen dengan
memenuhi persyaratan bidang kesehalan, agar peserta dapat terus
menikmati ltayanan kesehatan secara memadat sehingga akan
berpengaruh pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) khususnya di Kecamatan

- .Tanj ung -Pala-s._ | |

3) Pelaksana dan Peserta PKH harus tetap menjaga komitmen dalam
sejuruh tahapan kegiatan PKH, karcna walaupun nilai bantuan
relatif’ kecil, implementast PKH sangat efektif dalam pencapaian
tujuan PKH baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun
peningkatan kondisi ekonomi peserta sebingga dapat memicu
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di

Kecamatan Tanjung Palas.
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b. Saran Teoritis

1. Perlunya ketersediaan data dasar kependudukan serta data tingkat
kesejahteraan yang lengkap dan akurat hingga tingkat kecamatan
ataupun desa dan kelurahan sehingga memudahkan dalam pelaksanaan
penelitian selanjutnya.

2. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang
semula dilakukan secara tunai menjadi melatui rekening Bank terhadap
ketepatan jadwal penyaluran bantuvan PKH mengingat tidak semua

wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan memiliki fasilitas Bank.
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mendukung tahapan implementasi baik bagi pelaksana PKH maupun
bagt peserta PKH cukup memadai, namun anggaran dana sebagai
penunjang seluruh tahapan kegiatan PKH masth kurang,
3) Disposisi/sikap
Pada aspek pengangkatan birokrasi, dukungan pemerintah
dacrah terlihat dalam pembentukan struktur pelaksana PKH dan
memfasilitasi perekrutan unsur pusat yaitu koordinator, operator dan
pendamping PKH. Namun, dari aspek insentif sebagai penghargaan
bagi pelaksana yang merupakan unsur kementerian dalam pelaksanaan
seluruh tahapan kegiatan PKH tidak dianggarkan karena minimnya
biaya operasional yang ada.
4) Struktur Birokrasi
Dan aspek SOP terlihat dengan adanya peran aktif
pendamping dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan PKH. Dari
aspek fragmentasi, yang dimulai dan komitmen daerah, pelaksanaan
tanggung jawab masing — masing pelaksana PKH hingga pelaksanaan
koordinasi yang baik antar seluruh unsur pelaksana PKH
menunjukkan bahwa semua pelaksana berperan dalam setiap tahapan
kegiatan PKH demi suksesnya pelaksanaan PKH di Kecamatan
Tanjung Palas.
2. Berdasarkan pembahasan mengenai efektivitas Implementasi PKH dalam
pencapaian tujuan PKH dapat disimpulkan bahwa :
1) Tujuan PKH untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta

taraf pendidikan anak Peserta PKH telah tercapai. Namun, berdasarkan
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No.

Pertanyaan

Informaa

1 2 3 4

)

Tabapan Pelaksanaan PKH di

Kecamatan Tanjung Palas

Bagaimanakah Proses Penectapan Sasaran
Peserta PKH?

Bagaimanakah Proses Validasi Peserta
PKH?

Bagaimana Mekanisme Penyaluran
Bantuan Bagi Peserta PKH?

Apakah di Kecamatan Tanjung Palas telah
dilaksanakan pembentukan dan pertemuan
kelompok peserta PKH?

Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi
Komitimen Peserta PKH di Kecamatan
Tanjung Palas?

Apakah pemah terjadi penangguhan dan
pembatalan bantuan bagi peserta PKH di
Kecamatan Tanjung Palas?

Bagaimanakah proses pemutakhiran data
peserta PKH di Kecamatam Tanjung Palas?

Apakah pei:fléh dilaksanakan monitoring
dan evaluasi dalam pelaksanaan PKH di
Kecamatan Tanjung Palas?

IL

Faktor-faktor yang menentukan
Keberhasilan Implementasi PKH di
Kecamatan Tanjung Palas :

a. Faktor Komunikasi

Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi
PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
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G

Bagaimanakah cara penyampaian
informasi dalam Pelaksanaan PKH di S BRI RV VA
Kecamatan Tanjung Palas?

Sejauhmana konsistensi aturan dalam J J
pclaksanaan PKH?

b. Faktor Sumber Daya

Bagaimanakah bentuk struktur pelaksana N J N
PKH Kecamatan Tanjung Palas?

Bagaimanakah bentuk informasi dalam
pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung AN
Palas?

Sejauhmana wewenang pelaksana PKH
yang merupakan unsur daerah dalam v v V v v
implementasi PKH?

Fasililas apa saia vang di peroleh v V
pescria penerima PKH di Bidang
kesehatan?

Fasilitas apa saja yang di peroleh
peserta penerima PKH di Bidang S Y
pendidikan?

Fasilitas apa saja yang di peroleh
Pendamping PKH dalam pelaksanaan i
tugas pendampingan?

Apakah alokasi dana untuk operasional Co-
PKH sudah mencukupi dalam .
pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung
Palas? : ) ?’

<. Faktor Disposisi

Bagaitmanakah proses perekrutan
Pelaksana PKH Kcecamatan Tanjung Palas NN
yang merupakan unsur pusat/kemeterian?

Apakah ada insentif yang diberikan kepada
Pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas | ¥ [ ¥ { ¥
yang merupakan unsur pusat’/kemcterian?
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d. Faktor Struktur Birokrasi

Bagaimanakah Standard Operting
Prosedures (SOP) pelaksanaan PKH di VR R
Kecamatan Tanjung Palas?

Sejauhmana dukungan pemerintah daerah
dan pelaksana PKH dalam pelaksanaan ViN ¥
PKH di Kecamatan Tanjung Palas?

PKH?

Bagaimana koordinasi antara Pelaksana
PKH kccamatan dengan pendamping

L

Efektifitas Implementasi PKH di

Kecamatan Tarjung Palas

PKH?

Manfaat apa yang diperoleh oleh peserta

Sejauhmana efektifitas implementasi PKH

di Kec. Tanjung Palas?

Keterangan :

[nforman
Informan
Informan
Informan

VYV VYV

v

Informan

A\l

[ntorman

\')’

-
2

o0 ~d On Lh R

Informan | : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pertindungan Jaminan Sosial
Informan 2 : Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial

- Stafl Bidang Perlindungan Jaminan Sostal

: Koordinator Wilayah PKH Kabupaten Bulungan

: Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas

: Peserta PKH Bidang Kesehatan

: Peserta PKH Bidang Pendidikan

: Peserta PKH Bidang Pendidikan
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LAMPIRAN III. TRANSKRIP WAWANCARA
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

Azelioa
500894555

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA

Jabatan Narasumber : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan
Jaminan Sosial
Tgl/bln/thn Wawancara 1 20 April 2017

Nama Narasumber :  N. Haen Hasan, A KS, S

1. DBagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Bagi Peserta PKH?
Informasi terbaru dari Pelaksana PKH Pusat, dua kecamatan di Kabupaten
Bulungan yaitu Kecamatan Tanjung Palas dan Kecamatan Tanjung Palas
Tengah ylang sebelﬁmnyﬁ pencairan diflakukan melalui kantor pbs terdekat
untuk tahun ini akan dilakukan penyaluran bantuan dengan sistem non tunai
yaitu melalui bank yang ditunjuk sebagai mitra oleh Kementerian Sosial.

2. Apakah pemnah terjadi penangguhan dan pembatalan bantuan bagi peserta
PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Sejauhmana dukungan pemerintah daerah dan pelaksana PKH dalam

pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas?Sejak pelaksanaan tahun

171
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2013 hingga sckarang PKH di Kabupaten Bulungan berjalan lancar, belum
pernah ada penangguhan
3. Sejauhmana dukungan pemerintah daerah dan pelaksana PKH dalam
pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Dinas Sosial digunakan sebagai sekretariat PKH, memfasilitasi rapat — rapat
atau perternuan pendamping kecamatan serta menycdiakan dana operasional.
4. DBagaimana koordinasi antara Pelaksana PKH kecamatan dengan
pendamping PKH?
Koordinasi pelaksana PKH terjalin dengan baik, koordinasi dilaksanakan
dalam bentuk pertemuan atau rapal koordinasi untuk menyampaikan

permasalahan dalam pelaksanaan PKH.
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IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

TRANSKRIP WAWANCARA
Jabatan Narasumber : Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial
Tgl/bln/thn Wawancara : 20 April dan 3 Mei 2017
Nama Narasumber : Rita Fahriah, S.Psi, M.Si

1.  Bagaimanakah Proses Penetapan Sasaran Peserta PKH?
Penetapan sasaran PKH didasarkan atas data calon peserta PKH pada Basis
Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS} yang dilaksanakan oleh
BPS dan disemh terimakan kepada Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan {TNP2K) selanjutnya dilakukan validasi oleh
pendamping di masing - masing Kecamatan.

2.  Bagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Bagi Peserta PKH?
Penyaluran bantuan bagi peserta tailap IV Tahun 2016 sat'uras-i dilaksanakan
maksimal akhir bulan Mei 2016 dengan jumlah KSM sebanyak 65 den_gan
total bantuan sebesar Rp. 21.095.817,-, sedangkan penyaluran bantuan bagi
peserta PKH tahap I tahun 2017, masih menunggu jadwal dari pelaksana
PKH pusat.

3. Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi Komitmen Peserta PKH di Kecamatan

Tanjung Palas?
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Verifikasi komitmen baik bidang pendidikan maupun kesehatan bagi peserta
PKH tidak semata sebagai rujukan untuk menentukan jumlah bantuan yang
akan diperoleh pada tahap penyaluran bantuan, akan tetapi menjadi suatu
rangkaian pcmbetajaran sikap disiplin terhadap persyaratan sebagai peserta
PKH.

4. Apakah pemah terjadi penangguhan dan pembatalan bantuan bagi peserta

PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Komiumen pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap pelaksanaan PKH
cukup tinpgi, bahkan pada tahun 2014 Kabupaten Bulungan mendapatkan
penghargaan dari Menteri Sosial sebagai salah satu Kabupaten terbaik untuk
komitmen terhadap pelaksanaan PKH.

5.  Apakah pernah diluksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan

PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Monitoring PKH vyang dilaksanakan untuk mengetahui  konsistensi
pelaksana dalam implementasi PKH serta konsistensi peserta dalam
memenuhi komitmen. Scdangkan kegiatan evaluasi dilakukan atas dasar
kcgiatan monitoring.

6.  Bagaimanakah Pelaksanaan Sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Sosialisasi awal mengenai PKH di Kecamatan Tanjung Palas telah
dilaksanakan pada Tahun 20(4. Pada saat sosialisasi disampaikan bahwa
sasaran PKH adalah Keltuarga Sangat Miskin (KSM) dengan tujuan
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi

peserta sesual syarat, mekanisme pemberian bantuan serta alur pelaksanaan
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PKH yang diatur lebih rinci dalam Pedoman Umum dan Pedoman
Operasional PKH

7. Bagaimanakah bentuk struktur petaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas?
Terjadi perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Bulungan sebagai Pelaksana PKH serta mutasi pejabat
struktural yang sebelumnya termasuk dalam unsur UPPKH Kabupaten
Bufungan tahun 2016 sehingga semua pelaksana PKH yang melekat pada
Jjabatan struktural merupakan personil baru.

8.  Sejauhmana wewenang pelaksana PKH yang merupakan unsur daerah
dalam implementasi PKH?
Karena PKH merupakan program nasional, wewenang penuh dimiliki oleh
kementerian sosial misalnya dalam menetukan kelompok sasaran dan
menyeleksinya hingga berhak menjadi anggota PKH. Kewenangan lain
vang dimiliki pusat adalah dalam rangka penyeieksian daerah mana saja
yang dapat menecrapkan PKH, juga berwenang dalam penentuan dana
penyeleksian pendamping dan pelaksana.

9. Apakaﬁ alokasi- ‘dana untuk operasional PKH sudah mencukupi dalam
pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Anggaran Daerah untuk tahun ini berkurang jadi anggaran untuk
mendukung kegiatan PKH juga berkurang. Untuk pelaksanaan seluruh
kegiatan masih kurang. jadi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa
dilaksanakan.

10. Bagaimanakah proses perekrutan Pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas

yang merupakan unsur pusat/kemelterian?
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Koordinator, Operator dan Pendamping PKH merupakan unsur
Kementerian yang direkrut melalui test offline atau seleksi tertulis,
wawancara maupun Focus Group Discussion (FGD). Namun untuk tempat
pelaksanaan difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan
Dinas Sosial Kabupaten Bulungan

11. Apakah ada insentif yang diberikan kepada Pelaksana PKH Kecamatan
Tanjung Palas yang merupakan unsur pusat/kemeterian?
Tidak diberikan insentif atau honor tambahan bagi koordinator dan
pendamping program, daerah hanya menyediakan biaya operasional untuk
pelaksanaan tugas seperti biaya transportasi dan biaya ATK.

12.  Sejauhmana dukungan pemerintah daerah dan pelaksana PKH dalam
pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Sesuai komitmen pemerintah daerah pada awal masuknya PKH, maka
pemerintah daerah melalui Dinas Sosial wajib - menganggarkan biaya
operasional untuk mendukung pelaksanaan PKH. Walaupun beberapa tahun
terakhir jumlahnya reiatif kecil dan tahun ini biaya pendukung PKH hanya
sebcs.ar-Rp.‘1_‘50.000.000,00'— |

13. Sejauhmana efektifitas implementasi PKH di Kec. Tanjung Palas?
Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu alau percmpuan dewasa
(ncnek, bibi atau kakak perempuan) vang biasa discbut Pengurus Keluarga.
Walaupun jumlah bantuan relatif kecil untuk wilayah kalimantan,
pemberian dana kepada pengurus keluarga diyakini akan dapat mendorong

cfektifitas PKH dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
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penerima bantuan serta merubah pola pikir peserta PKH untuk

membelanjakan dana bantuan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



178
43142.pdf

IMPLEMENTAS]I PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

TRANSKRIP WAWANCARA
Jabatan Narasumber : Staf Seksi Perlindungan Jaminan Sosial
Tel/bln/thn Wawancara : 11,20 April dan 3 Mei 2017
Nama Narasumber : Martini Djumianti, S.Sos

I. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Bagi Peserta PKH?
Pelaksanaan Penyaluran bantuan dilakukan oleh PT POS setiap tiga bulan
(triwulan) pada tanggal yang dilentukan oleh masing-masing kantor. Peserta
PKH tahap IV tahun 2016 telah menerima penyaluran bantuan pada bulan
Desember 2016, sedangkan peserta PKH tahap IV tahun 2016 saturasi dan
peserta tahun | 2017, hingga saat ini belum dilaksanakan penyaluran
bantuan.”

2. Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi Komitmen Peserta PKH di Kecamatan
Tanjung Palas? |
Untuk verifikasi komitmen peserta, Pendamping Kecamatan mengunjungi
fasdik (fastlitas pendidikan) dan faskes (fasilitas keschatan). Hasil verifikasi
akan menjadi dasar besaran bantuan yang diperoleh peserta PKH dalam satu
tahap penyaluran baniuan.

3. Bagaimanakah proses pemutakhiran data peserta PKH di Kecamatan Tanjung,

Palas?
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Kewajiban Pendamping PKH untuk mengawasi bila terjadi perubahan dalam
struktur keluarga peserta yang berpengaruh pada perubahan data peserta, baik
melalut pertemuan kelompok peserta maupun melalui data SIM PKH.

4. Apakah permah dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan

PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Pelaksanaan monitoring Monitoring dilakukan dengan cara mengikuti
langsung kegiatan dan menganalisis hasil pelaporan dan perkembangan
pelaksanaan. ketika ditemukan permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan
PKH maka dilakukan cvaluasi dengan melaksanakan pertemuan atau rapat
koordinasi untuk mengetahui sejauh mana permasalahan tersebut
menghambat pelaksanaan PKH di lapangan. Untuk pelaksanaan evaluasi
biasanya dilaksanakan setahun sekali, namun dikarcnakan keterbatasan biaya
pada tahun 2016 tidak dilaksanakan evaluasi PKH.

5. Bagaimanakah Pelaksanaan Sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Sosialisasi Permah dilaksanakan pada Tahun 2014 di Kantor Desa Gunung
Putih, dibadiri perangkat desa dan kecamatan,perwakilan dari puskesmas dan
kcpéﬂa sekolah, tokoh masyarakat serta peserta PKH dengan nara sumber dari
UPPKH Kabupaten Bulungan dan Pendampi_ng PKH Kecamatan Tanjung
Palas.

6. Bagaimanakah bentuk struktur pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas?
Struktur organisasi pada Dinas Sosial mengalami perubahan selain itu juga
ada mutasi pejabat eselon sehingga pejabat struktural yang menjadi

pelaksana PKH merupakan personil baru. Disamping itu, Posisi operator
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PKH hingga saat ini masih kosong jadi tugas operator dirangkap oleh
koordinator PKH Kabupaten

7. DBagaimanakah bentuk dan cara penyampaian informasi dalam pelaksanaan
PKH Kecamatan Tanjung Palas??
Sebagai panduan pelaksanaan PKH tersedia buku pedoman umum dan
pedoman operasional PKH yang dikeluarkan setiap tahun. Namun, pedoman
terbaru hanya tersedia dalam bentuk softcopy.

8. Apakah alokasi dana untuk operasional PKH sudah mencukupi dalam
pelaksanaan PKH di kecamatan Tanjung PPalas?
Tahun ini anggaran operasional PKH semakin minim, yang pasti masih tidak
mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan secara maksimal karena dampaknya
dana operasional untuk pendamping juga akan berkurang dani tahun
sebelumnya. Hingga saat ini belum dilaksanakan pertemuan untuk membahas
besaran dana operasional untuk masing ~ masing pendamping tersebut.

9. Bagaimanakah proses perekrutan Pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Patas
yang merupakan unsur pusat’kemeterian?
Pélaksanaan test perekrutan dirﬁaksﬁdkan agar mendapatkan staf. atau
pelaksanrfl vang memiliki kpmampuan dan komitmen yang tinggi terhadap
pelaksanaan PKH. Namun, Perckrutan tidak dilakukan setiap tahun tetapi
sesuai dengan dengan kebutuhan, pada posisi mana ada kekosongan.

10. Scjauhmana dukungan pemerintah dacrah dan pelaksana PKH dalam
pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Pelaksana PKH melalui Dinas Sosial memfasilitasi rekruitmen Koordinator,

Operator dan Pendamping PKH, mengawal sctiap tahapan pelaksanaan
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hingga pencairan bantuan serta melaksanakan kegiatan monitoring dan
evaluasi PKH.

11. Bagaimana koordinasi antara Pelaksana PKH kecamatan dengan
pendamping PKH?
Koordinasi antar pelaksana PKH terjalin dengan baik, disesuaikan dengan
teknologi yang ada koordinasi saat ini menggunakan whats App baik melalui
grup ataupun personal message. Schingga setiap informasi yang ada dapat

disampaikan dengan cepat.
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IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

TRANSKRIP WAWANCARA
Jabatan Narasumber : Koordinator PKH Kabupaten Bulungan
Tgi/bin/thn Wawancara : 14 Maret, 4 dan 18 April, 2 dan 3 Mei 2017
Nama Narasumber : Arwin Gutawa, S.Kom

1. Bagaimanakah Proses Penetapan Sasaran Peserta PKEH
Calon peserta PKH sudah ditetapkan dari Kementerian Sosial berdasarkan
data PPLS berupa daftar nama dan alamat (by name by address). Tugas
pendamping melakukan validasi apakah calon peserta tersebut berhak
mendapatkan bantuan PKH.

2. Bagaimanakah Proscs Validasi Peserta PKH?
Validasi pada dasamya untuk memastikan kesesuaian data apakah data yang
dikeluarkan oleh Basis Data Terpadu sudah sesuai kriteria, kemudian
pendamping melaksanakan pertemuan :éiwal dan pencocokar; data “serta
kunjungan ke rumah calon peserta. Sebagai contoh adaanya proses validasi
adalah vaitu : Jumlah peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas pada tahap 1V
tahun 2016 adaizh sejumiah 136 KSM, dikarenakan adanya penambahan
komponen disabilitas dan lanjut usia dilakukan validasi ulang schingga
diperoleh tambahan peserta (saturasi) sebanyak 65 KSM.

3. DBagaimana Pelaksanaan Verifikasi Komitmen Peserta PKH di Kecamatan

Tanjung Palas?
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Saya melaksanakan tugas operator sebagai pengumpul data hasil verifikasi,
kemudian memeriksa kesesuaian formulir verifikasi dan melakukan entri data
ke SIM PKH yang online ke pusat. Data dari SIM PKH akan dikirimkan
dijadikan sebagai dasar pembayaran bantuan.

4. Bagaimanakah proses pemutakbiran data peserta PKH di Kecamatan Tanjung

Palas?
Perubahan data dilaporkan oleh langsung peserta PKH atau melalui SIM
PKH. Pendamping bekerjasama dengan ketua kelompok ibu peserta PKH
akan memverilikasi perubaban data terkait menggunakan [format
Pemutakhiran Data selanjutnya diteruskan ke Peclaksana PKH Kabupaten
setiap minggu kedua setiap bulan untuk diproses dan dikirim ke Pelaksana
PKH Pusat.

5. DBagaimanakah Pelaksanaan Sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Sosialisasi PKH telah dilaksanakan pada tahun 2014. Sosialisasi dihadiri
oleh Instansi Pelaksana PKH yaitu dari Dinas Sosial, Koordinator PKH
Kabupaten, Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas, Unsur Pendidikan
dan Kt-:schalan maupun unsur Kecamalan lainnya serta masyarakat pes'erta;'
PKH.

6. Bapgaimanakah cara penvampaian informasi dalam Pelaksanaan PKH di
Kecamatan Tanjung Palas?

Dilakukan pertemuan rutin untuk memberikan pengarahan serta review
pelaksanaan PKH di masing — masing kecamatan sehingga dapat
diidentitikasi permasalahan atau kendala pelaksanaan PKH di lapangan serta

mencmukan tangkah - langkah untuk mengatasi permasatahan tersebut.
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7. Bagaimanakah bentuk struktur pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas?
Pelaksana PKH unsur kementerian vaitu koordinator, operator dan
pendamping kecamatan. Posisi Operator PKH kosong sejak tahun 2105, saat
ini selain sebagai Koordinator PKH saya juga melaksanakan tugas Operator
PKH. Sebenamya tidak ada kendala teknis dalam hal ini, namun dikarenakan
saya juga harus melaksanakan pekerjaan  sesuat  tupoksi  sebagai
Koordinator,maka untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas
Operator membutuhkan waktu vang sedikit lebih lama.

8. Bagaimanakah bentuk dan cara penyampaian informasi dalam pelaksanaan

PKH Kecamatan Tanjung Palas?
Untuk seluruh Koordinator PKH Kabupaten dilaksanakan pertemuan untuk
pemantapan koordinator dalam rangka pengendalian kegiatan sedangkan
untuk operator dan pendamping PKH dilaksanakan pelatihan atau bimbingan
teknis. Semua pendamping PKH di Kabupaten Bulungan telah mengikuti
bimtek.

9. Bagaimanakah proses perekrutan Pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas
vang merupak-an unsur [;L-isav'kemeterian? |
Koordinator, Operator dan Pendamping PKH direkrut oleh pusat melalui
proses scleksi dan diutamakan berdomisili di lokasi penempatan. Selanjutnya
personil vang lolos seleksi akan diberikan dikiat dan bimtek yang
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan menanamkan arti penting
PKH bagi masyarakat miskin peserta PKH.

10. Apakah ada insentif yang diberikan kepada Pelaksana PKH Kecamatan

Tanjung Palas yang merupakan unsur pusat/kemeterian?
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Untuk penunjang pelaksanaan tugas, dari pihak kabupaten diberikan biaya
operasional yang digunakan untuk biaya transportasi dan pelaporan. Honor
lain diluar gaji pokok tidak ada.

11. Bagaimanakah Standard Openting Proscdures (SOP) pelaksanaan PKH di
Kecamatan Tanjung Palas?
SOP PKH sebagian besar melekat pada tugas dan fungsi pendamping PKH
yang dimulai dari pemberian data dari pusat berupa data KSM calon peserta
PKH, kemudian melalui data terscbut pendamping mengundang untuk
melakukan pertemuan awal dan validasi.

12. Sejauhmapa dukungan pemerintah daerah dan pelaksana PKH dalam
pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Tanggung jawab Koordinator adalah melaksanakan koordinasi dalam setiap
tahapan kegiatan PKH baik kepada pendamping, unsur dinas maupun
pclaksana PKH provinsi dan Pelaksana PKH pusal. sedangkan pendamping
PKH merupakan unsur yang berperan secara langsung dalam setiap lahapan

kegiatan PKI1.
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IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

TRANSKRIP WAWANCARA
Jabatan Narasumber : Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas
Tgl/bin/thn Wawancara : 20 April 2017
Nama Narasumber : Rudiansyah, A.Md.Farm

l. Bagaimanakah Proses Penetapan Sasaran Peserta PKH?
Penetapan sasaran menghasilkan data calon peseria PKH sesuai kriteria
diterapkan kepada Basis Data Terpadu yang berisikan daftar nama dan alamat
Keluarga calon peserta PKH untuk masing masing daerah. Selanjutnya tugas
pendamping untuk melakukan validasi sesuai lokasi penempatan.

2. Bagaimanakah Proses Validasi Peserta PKH?
Setelah menerima data calon peserta dan formulir validasi saya berkoordinasi
koordinator Kabupaten untuk mengatur jadwal pertemuan awal. Selanjutnya
saya mengirimkan undéng%\n kepada calon pesena'scsﬁai waktu dan.tempat
yang sudah ditentukan. Pada saat pelaksanaan validasi tidak safja dilakukan
pengisian formulir dan pencocokan data tapi juga kunjungan ke rumah calon
peserta. Pada Implementasi PKH, tambahan komponen disabilitas dan lansia
sudah terdapat dalam Buku Pedoman Umum PKH yang diterbitkan bulan
Maret 2016, di Kabupaten Bulungan khususnya Tanjung Palas baru bisa

divalidasi pada Desember 2016 yang dikenal dengan Peserta PK1H saturasi.
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3. Apakah di Kecamatan Tanjung Palas telah dilaksanakan pembentukan
kelompok peserta PKH? Bagaimana mekanismenya?
Di Kecamatan Tanjung Palas. Kelompok Peserta PKH ditetapkan
berdasarkan tokasi desa/kelurahan, sehingga lebih mudah mengumpulkan
peserta apabila ada pertemuan kelompok.

4. Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi Komitmen Peserta PKH di Kecamatan
Tanjung Palas?
Pendamping mengambil formulir verifikast yang telah diisi oleh petugas di
sekolah maupun puskesmas untuk melakukan pengecekan dan pengisian
formulir verifikasi kemudian dikumpulkan ke operator kabupaten untuk di
input ke sistem. Namun karena posisi operator kosong, pengumpulan dan
input data dilakukan oleh Koordinator PKH Kabupaten.

5. Apakah pemah terjadi penangguhan dan pembatalan bantuan bagi peserta
PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Sejak saya bertugas sebagai pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas,
belum ada peserta PKH yang bantuannya ditangguhkan atau dibataikan yang
artinya hingga saat ini peserta PKH masih memegang 'kon%itmen dengan
memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

6. Bagaimanakah proses pemutakhiran data peserta PKH di Kecamatan Tanjung
Palas?
Informasi perubahan data peserta disampaikan pada saat tugas pendampingan
yaitu pertemuan kelompok peserta PKH. Selain itu, perubahan data peserta

juga dapat dimonitor melalui SIM PKH. Contohnya, jika seorang anak sudah
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berusia 5 tahun 9 bulan, berarti dalam waktu 3 bulan dia akan keluar dari
PKH Kesehatan dan masuk ke PKH Pendidikan.

7. DBagaimanakah Pclaksanaan Sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Sava baru menjadi Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas Sejak Tahun
2016. Kegiatan sosialisasi vang dilakukan adalah pada saat pertemuan awal
yaitu pengenalan program kepada calon pesena PKH. Selain itu juga
dilakukan validasi atau kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan
sebelumnva dengan kondisi terkini calon pescrta PKH dengan tujuan
memperoleh pesema  PKH  vang  valid dan  memenuhi  kriteria
(cligiblc) scsuai syarat kepesertaan PKIH.

8. Bagaimanakah cara penyampaian informasi dalam Pelaksanaan PKH di

Kecamatan Tanjung Palas?
Semua informasi mengenat PKH vanp kami peroleh dari hasil pertemuan
dengan Pelaksana PKH Kabupaten. kami sampaikan pada saat pertemuan
dengan kelompok peserta PKH vang dilaksanakan 2 bulan sckali. Namun jika
ada hal yang bersifat urgen atau penting biasanya pendamping langsung ke
.- rumah pr;s-erta (Home Visit).

9. Scjauhmana konsistensi aturan atau mekanisme pelaksanaan PKH?

Aturan atau mckanisme dalam pelaksanaan PKH masih sering berubah
contohnva komponen bantuan untuk tingkat SMA vang baru masuk sejak
tahun 2015, serta komponen disabilitas dan lansia pada tahun 2016. Untuk
komponen lansia dan disabilitas, dikarenakan memerlukan proses pendataan
dan validasi ulang maka baru akan menerima bantuan pada tahun 2017.

Selain itu. terjadi perubahan mekanisme penyaluran bantuan, jika pada tahun
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2016 diberikan secara tunai melalui kantor pos, pada tahun 2017 akan
diberikan secara non tunai melalui rekening bank

10. Fasilitas apa saja yang di peroleh Pendamping PKH dalam pelaksanaan
tugas pendampingan?
Dalam pelaksanaan tugas pendampingan saya menggunakan sepeda motor
sebagai alat transportasi ke desa atau kelurahan, handphone sebagai alat
komunikasi dan dokumentasi serta laptop untuk membuat laporan. Selain itu,
untuk pelaksanaan pertemuan rutin biasanyva digunakan fasilitas umum seperti
bangunan TK atau PAUD. Fasilitas untuk peserta PKH bidang pedidikan
sesuai fasilitas yang tersedia pada masing — masing sekolah, sedangkan untuk
bidang kesehatan fasilitas yang tersedia pada puskesmas atau pustu.

1t. Bagaimanakah proses perckrutan Pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas
yang merupakan unsur pusat’kemeterian?
Koordinator, Operator dan Pendamping PKH direkrut oleh pusat melatui
proses seleksi dan diutamakan berdomisili di lokast penempatan. Selanjutnya
personil vang lolos seieksi akan diberikan diklat dan bimtek yang
-dfn{al-:s'udkah untuk memberikan pemah-am;aﬁ dan menanamkan arti ﬁenting
PKH bagi mas_yarakat_miskin peserta PKH.

12. Apakah ada insentif yang diberikan kepada Pelaksana PKH Kecamatan
Tanjung Palas yang merupakan unsur pusat/kemeterian?
Diberikan dana operasional untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan.
Untuk tahun 2016 besamya 1.3 Jt. Untuk tahun ini belum ada informasi.
Kemungkinan akan berkurang karena secara keseluruhan anggaran untuk

operasional berkurang.
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13. Bagaimanakah Standard Operting Prosedures (SOP) pelaksanaan PKH di
Kecamatan Tanjung Palas?
SOP PKH sebagian besar melekat pada tugas dan fungsi pendamping PKH
yang dimulai dari pemberian data dari pusat berupa data KSM calon peserta
PKH.Sebelum penetapan peserta PKH, dilakukan pertemuan awal bagi KSM
yang akan menjadi calon peserta PKI juga elemen-elemen bidang pendidikan
dan kesehalan yang akan terlibat. Setelah itu barulah pendamping melakukan
proses validasi data yang bertujuan memeriksa data calon peserta untuk
menilai kelayakan menjadi peserta PKH. Setelah proses validasi selesai,
dilakukan entri data oleh operator PKH yang dalam hal ini dilaksanakan oleh
Koordinator PKH. Dari hasil entri data yang dikirim ke pusat akan diketahui
KSM yang berhasil lolos menjadi peserta PKH. Namun Pertemuan awal dan
validasi data hanya dilaksanakan jika ada data baru berupa penambahan
maupun pengurangan

14. Manfaat apa yang diperoleh oleh peserta PKH?
Tingkat kesejahteraan peserta setelah menerima bantuan PKH berangsur
membaik, ibu-ibu peserta PKH _lebi.h_ konsen rneniperhatikan kebutuhan
sekolah anak dan rutin melakukan imunisasi uqtuk anak balila serta lebih

kreatif untuk melakukan usaha bersama denpan kelompok Peserta PKH
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IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

TRANSKRIP WAWANCARA
Jabatan Narasumber :  Ketua kelompok Peserta PKH Kecamatan
Tanjung Palas
Tgl/bin/thn Wawancara : 20 April 2017
Nama Narasumber : Nur Khalipah

l. Apakah di Kecamatan Tanjung Palas telah dilaksanakan pembentukan
kelompok peserta PKH? Bagaimana mekanismenya?
Seluruh anggota kelompok ini merupakan peserta PKH Kelurahan Tanjung
Palas Hilir, jika ada pertcrﬁuan kelompok pengaturan lokasi dan waktu
pelaksanaan pertemuan lebih mudah.

2. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan qui Peserta PKH?

Penyaluran bantuan dilaksanakan di kanto_r d;sa atau kelurahan. D%lafcukanﬂ '
oleh PT POS dibantu pendamping dan petugas Dinas Sosial, Dilaksanakan 4
kali dalam | tahun, tetapi waktunya tidak menentu terkadang tepat waktu
kadang juga terlambat.

3. Bagaimanakah proses pemutakhiran data peserta PKH di Kecamatan Tanjung
Palas?
Biasanya peserta memberitahukan adanya perubahan data ketika dilaksanakan

pertemuan rutin kelompok peserta PKH seperti kehamilan, kelahiran bayi,

kematian anggota keluarga, perpindahan atau perubahan alamat, perubahan
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tingkat pendidikan anak, perubahan nama penerima PKH, maupun perubahan
fasilitas yang diakses.

4. Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Sejak menjadi peserta PKH tahun 2014, saya beberapa kali menghadiri
sosialisasi sebelum pencairan bantuan PKH. Termasukan pencocokan data
hasil pendataan dengan kondisi sebenamya saat pelaksanaan sosialisasi.

5. Bagaimanakah cara penyampaian informasi dalam Pelaksanaan PKH di

Kecamatan Tanjung Palas?
Untuk menguatkan komitmen dan mendapatkan informasi terbaru mengenai
PKH Pertemuan kelompok peserta PKH sangat penting dilakukan, di sini
kami bisa saling mendengarkan keluban dari masing — masing anggota
kelompok, walaupun disetiap pertemuan tidak semua peserta bisa hadir.”
(Wawancara, Kamis tanggal 20 April 2017).

" 6. Fasilitas apa saja yang di peroleh pescrta penerima PKH di Bidang
pendidikan?

- Fasilitas yang diterima sama seperti anak sekolab pada umumnya yaitu semua
fasilitas yang tersedia di sékolah )éan.g berbeda hanya peserta PKH menerima
bantuan untuk membantu membeli kébutuhan anak sekolabh. -

7. Sejauhmana konsistensi aturan dalam pelaksanaan PKH?

Aturan pelaksanaan PKH sering berubah. Karena pada saat sosialisasi atau
pertemuan awal yang biasanya dilaksanakan di kecamatan, informasi yang
disampaikan bersifat umum, maka perubahan aturan dan informasi lainnya
yang lebih rinci disampaikan saat pertemuan rutin. Pada saat itu juga peserta

bisa lebih nyaman bertanya karena jumlah peserta yang lebih sedikit.
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8. Manfaat apa yang diperoleh oleh peserta PKH?
Bantuan PKH sangat berarti bagi kami, karena biaya yang seharusnya untuk

membeli perlengkapan anak sekolah bisa kami gunakan untuk keperluan lain.
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IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) D1
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

TRANSKRIP WAWANCARA
Jabatan Narasumber : Peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas
Tgl/bln/thn Wawancara : 20 Apnl 2017
Nama Narasumber : Jainah

1. Apakah di Kecamatan Tanjung Palas telah dilaksanakan pembentukan kelompok
peserta PKH?

Saya selalu mengikuti pertemuan kelompok peserta, namun ada juga
beberapa peserta yang tidak bisa hadir dikarenakan ada kesibukan lain
sebagai ibu rumah tangga.

2. Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Pernah dilaksanakan sosialisasi dari Dinas Sosial Kabupaten dan pendamping
PKIH.

1 | Bagaimar;akah cafa-pényampaian informasi- dﬂl__am: Pglaksar{a‘an PKH di
Kecamatan Tanjung Palas? |
Pcrtcmuaﬁ r‘utin biasanya dilaksar_lakan s;:tihp satu bl_zlan untuk penyampaian
informasi PKH namun saat ini dilaksanakan sekitar 2 bulan sekali.

4. Manfaat apa yang diperoleh oleh peserta PKH?

Sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH. Bantuan bisa kami gunakan
untuk membeli perlengkapan sekolah anak ~ anak jadi biaya hidup lebih

ringan.
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IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

TRANSKRIPF WAWANCARA
Jabatan Narasumber : Peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas
Tgl/bin/thn Wawancara : 20 April 2017
Nama Narasumber : Filiyanti

1. Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas?
Dilaksanakan sosialisasi di Kantor Desa Gunung Putih. Selain dari Dinas
Sosial dan pendamping juga dihadiri calon peserta PKH.

2. Bagaimanakah cara penyampaian informasi dalam Pelaksanaan PKH di
Kecamatan Tanjung Palas?

Informasi lebih jelas biasanya disampaikan saat pertemuan- rutin tetapi
terkadang masih ada peserta yang tidak bisa hadir karena urusan rumah
tangga atau ada pekerjaan lain. _ _

3. Fasilitas apa saja yang di- p;roleh pesertﬁ penerim;a PKH di Bidaﬁg
pendidikan? - - - - T
Tidak ada fasilitas khusus, menggunakan semua fasilitas yang tersedia baik di
sekolah maupun puskesmas.

4, Manfaat apa yang diperoleh oleh peserta PKI1?

Bantuan PKH sangat bermanfaat untuk kebutuhan anak sekolah dan

pemeriksaan kesehatan ibu saat hamil dan setelah melahirkan.
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